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pembaca yang terhormat

Pembaca yang terhormat, DPR RI telah beberapa waktu 
lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. Terkait hal itu, Buletin Sinergi 
pada edisi 51 Maret – April 2021 ini,  membahas Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perencanaan 
Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Hal itu dibahas dalam 
Topik Utama.  

Pembahasan Undang-undang tersebut dikupas dalam rubrik 
Wawancara yang menghadirkan Direktur Jenderal Tata Ruang 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan 
Nasional (ATR / BPN), Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM.  

Staf Ahli Bidang Ekonomi Investasi Kementerian PUPR yang 
juga Koordinator Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta 
Kerja, Dr. Dadang Rukmana, SH., CES., DEA, turut memberikan 
pandangannya memgenai tema Topik Utama tersebut dalam 
rubrik Perspektif.  

Rubrik Sosok menampilkan Kepala BPIW, Ir. Hadi Sucahyono 
M.P.P., Ph.D yang akan menceritakan pengalamannya bekerja 
di Kementerian PUPR selama 32 tahun termasuk saat menjadi 
“nakhoda” BPIW.  Tulisan dari Unit Organisasi di lingkungan 
Kementerian PUPR maupun Kementerian/Lembaga lain 
dihadirkan pada rubrik “Kerabat Perencana”. 

Rubrik-rubrik reguler tetap mewarnai buletin edisi seperti Kilas 
Peristiwa, Plesiran, Bidik Lensa, Info Pengembangan wilayah, 
Review, dan Sorot. 

Kami berharap Buletin Sinergi edisi kali ini dapat memenuhi 
harapan pembaca yang budiman serta memperkaya 
pengetahuan dan informasi pembangunan infrastruktur sektor 
PUPR.
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DPR RI beberapa waktu lalu telah 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dari Undang-
Undang Cipta Kerja itu terdapat peraturan 
pelaksana yakni 45 PP dan 4 Perpres. Dari 
beberapa aturan itu terdapat peraturan 
pelaksana yang terkait dengan tugas dan 
fungsi Kementerian PUPR yakni sebanyak 
enam PP dan satu Perpres. 

Keenam PP itu yakni PP Nomor 12 Tahun 
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman. Selain itu ada PP Nomor 13 
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah 
Susun dan PP Nomor 14 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 Tentang Jasa 
Konstruksi. 

Kemudian juga ada PP Nomor 
15 Tahun 2021 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2017 Tentang 
Arsitek, PP Nomor 16 Tahun 
2021 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 
Bangunan Gedung dan PP 
Nomor 17 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan Keempat Atas 

PP Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan 
Tol. Selanjutnya, ada satu Perpres terkait 
Kementerian PUPR yakni Perpres Nomor 
9 Tahun 2021 Tentang Badan Percepatan 
Penyelenggaraan Perumahan.

BPIW Kementerian PUPR pun melakukan 
series sosialisasi terhadap peraturan 
pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja 
tersebut, mulai 17 Maret  lalu. Pada tahap 
awal, sosialisasi digelar terkait PP Nomor 16 
Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 
Bangunan Gedung dan PP Nomor 43 Tahun 
2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian 
Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau 
Hak Atas Tanah. Kemudian dilanjutkan dengan 
sosialisasi peraturan pelaksana lainnya secara 
bertahap. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki 45 Peraturan 
Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan 

pelaksananya. Dari jumlah tersebut terdapat enam PP terkait Kementerian PUPR yang 
menjadi acuan bagi perencanaan infrastruktur sektor PUPR. 
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Saat membuka kegiatan yang digelar 
melalui video conference itu, Kepala BPIW 
Hadi Sucahyono yang diwakili Kepala Pusat 
Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional  
Benny Hermawan menyatakan peraturan 
pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja 
itu penting untuk dibahas, karena mengingat 
BPIW menjalankan perannya pada sisi hulu 
yakni dari sisi perencanaan dan pemrograman 
berbasis pengembangan wilayah. 

“Kita juga diharap mengawal infrastruktur yang 
sudah dibangun dengan mengedepankan OPOR 
atau Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi dan 
Rehabilitasi, sebagaimana  yang disampaikan 
Bapak Menteri pada saat Konsultasi Regional 
15 Maret lalu,” tutur Benny. Arahan Kepala 
BPIW yang menekankan mengenai Rencana, 
Aktualisasi, Wilayah, Optimalisasi  dan Nasional 
atau yang disebut RAWON menurut Benny juga 
menjadi hal yang perlu diperhatikan BPIW 
dalam membuat perencanaan. 

“Kepala BPIW mengingatkan bahwa 
perencanaan yang disiapkan BPIW 
merupakan perencanaan yang workable 
atau implementable. Kita memang berusaha 
menyiapkan perencanaan yang sempurna, 
tapi kalau perencanaan yang dibuat tidak bisa 
dimanfaatkan, itu  sayang,” ucap Benny. 

Benny berharap sosialisasi yang digelar Bagian 
Hukum Kerja Sama dan Komunikasi Publik 
Sekretariat BPIW ini tidak hanya terbatas 

pada enam PP dan satu Perpres saja tapi juga 
terhadap 22 PP dan tiga Perpres terutama 
terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 
Kawasan Industri (KI) dan Penataan Ruang. Hal 
ini penting dibahas, karena merupakan basis 
BPIW dalam melaksanakan perencanaan, 
khususnya aturan terkait Penataan Ruang. 
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Bina 
Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya, Bobby 
Ali Azhari.  Dijelaskannya bahwa implementasi 
dari PP Nomor 16 Tahun 2021 berupa Sistem 
Informasi Bangunan Gedung (SIMBG). 
Pasal 326 dari PP itu disebutkan bahwa 
Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung 
dilaksanakan pembinaan oleh Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
melalui SIMBG. 

Manfaat SIMBG adalah meningkatkan 
pelayanan penerbitan Penerbitan Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF),  Penerbitan Surat Bukti Kepemilikan 
Bangunan Gedung (SBKBG), dan Persetujuan 
Rencana Teknis Bangunan (RTB) kepada 
masyarakat dengan pendekatan Sistem Online 
di daerah. 

SIMBG ini juga bermanfaat dalam membuat 
standardisasi regulasi terkait penyelenggaraan 
bangunan gedung di Indonesia serta  
menyederhanakan dan mempermudah 
penerbitan PBG dan SLF sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Proses pembinaan 
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oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota melalui SIMBG ini meliputi 
Konsultasi bersama Tim Profesi Ahli (TPA), 
PBG, SLF,  SBKBG,  dan RTB. 

Menurut Boby dengan adanya PP Nomor 16 
Tahun 2021 maka Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) dihapus dan diganti 
menjadi Persetujuan 
Bangunan Gedung (PBG)  
yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Kabupaten/ 
Kota dengan mengacu pada 
Norma, Standar, Prosedur 
dan Kriteria (NSPK) dari 
Pemerintah Pusat. 

Acara yang dimoderatori 
Kepala Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah III A 
BPIW, Erwin Adhi Setyadhi  
ini juga menghadirkan 
Asdep Penataan Ruang 
dan Pertanahan Kemenko 
Perekonomian, Dodi Riyadi 
sebagai narasumber berikutnya. Ia membahas 
mengenai isi dari PP Nomor 43 Tahun 2021 
tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata 
Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas 
Tanah.

Dikatakannya bahwa perbedaan regulasi dan 
data spasial yang saling tumpang tindih dalam 
proses pelaksanaan kebijakan mengakibatkan 
ketidaksesuaian dalam pemanfaatan ruang. 
Oleh karena itu, PP ini mengatur masalah 
ketidaksesuaian tersebut. 

Definisi Ketidaksesuaian menurut Pasal 1 
angka 28 PP itu adalah kondisi tumpang tindih 
terkait Batas Daerah, Rencana Tata Ruang, 
Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, 
Hak Pengelolaan, Garis Pantai, Rencana Tata 
Ruang Laut (RTRL), Rencana Zonasi Kawasan 
Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), RZ 
KSNT, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah 
(RZ KAW) KAW, RZWP-3-K, dan/atau Perizinan 
terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang 
Laut.

Ia juga menjelaskan mengenai Lingkup 
Pengaturan PP 43/2021 itu yang mana 

untuk Pasal 4-6 terkait Penyelesaian Batas 
Daerah dan Pasal 7-14 terkait Penyelesaian 
Ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten (RTRWK), Kawasan Hutan, 
Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak 
Pengelolaan.  

Kemudian, Pasal 15-18 mengatur mengenai 
Penyelesaian Ketidaksesuaian Garis Pantai 
dengan Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, 
Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan 
Ruang Laut. Sedangkan Pasal 19-22 terkait 
Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RZ 
KSNT, RZ KAW, dan/atau Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP-
3-K) dengan Perizinan terkait Kegiatan yang 
Memanfaatkan Ruang Laut. 

Selanjutnya, Pasal 23 mengenai Kelembagaan 
dan Tata Kelola dan Pasal 24 mengatur 
mengenai Penyusunan, Pemutakhiran, dan 
Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT 
(PITTI). 

Pengaturan penyelesaian masalah 
ketidaksesuaian ini menurut Dodi diperlukan, 
karena beberapa hal seperti konflik batas antar 
daerah yang disebabkan terjadinya penerbitan 
perizinan dan Hak Atas Tanah (HAT) yang tidak 
sesuai dengan batas administrasi.

Alasan lainnya adalah konflik tenurial/ agraria 
yang terjadi antara masyarakat dengan badan 
usaha akibat ketidaksesuaian Izin, HAT, 
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maupun penguasaan, pemilikan, penggunaan 
dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan.

Penyelesaian masalah ketidaksesuaian ini 
diperlukan terkait pemanfaatan tidak sesuai 
tata ruang, karena lokasi pembangunan tidak 
sesuai dengan peruntukkan dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan/
atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
(RTRWK).

Diperlukannya pengaturan penyelesaian 
masalah ketidaksesuaian tersebut terkait 
kerusakan ekologi terutama terkait masalah 
Penerbitan Perizinan dalam Kawasan Hutan 
dan non Kawasan Hutan yang tidak sesuai 
dengan Daya Dukung dan Daya Tampung 
Lingkungan Hidup dapat memicu degradasi, 
alih fungsi lahan dan deforestasi. 

Selain itu, yang terjadi adalah adanya perbedaan 
regulasi dan data spasial yang saling tumpang 
tindih dalam proses pelaksanaan kebijakan 
mengakibatkan ketidaksesuaian dalam 
pemanfaatan ruang. Masalah ketidaksesuaian 

ini diperlukan pengaturan untuk dapat 
diselesaikan dengan baik. 

Dengan dikajinya berbagai peraturan 
pelaksana dari Undang-Undang Cipta 
Kerja melalui sosialisasi yang dilakukan 
secara series tersebut, diharapkan dapat 
memberikan pemahaman perihal urgensi dan 
substansi penting serta sebagai acuan dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan 
BPIW. (Redaksi)
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Pada awal terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau 
(UU CK) memang sempat memicu berbagai reaksi masyarakat. Sesungguhnya 

kalau ditelaah lebih jernih, keberadaan UU CK itu sangat memihak seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia. Dalam regulasi tersebut para investor memang mendapat 
kemudahan untuk melakukan aktivitasnya, namun meskipun begitu para investor itu 
bukan berarti bisa melanggar berbagai kaidah-kaidah, seperti kaidah teknis, kaidah 
lingkungan dan kaidah lain yang berlaku di masyarakat

Perspektif

Kemudahan perizinan dalam sektor 
infrastruktur akan menimbulkan banyak 
dampak positif, seperti akan cepat 
terpenuhinya kebutuhan akan infrastruktur, 
sehingga kegiatan ekonomi masyarakat bisa 
berjalan dengan baik. Kemudian, terjadinya 
penyerapan tenaga kerja, pusat-pusat 
produksi bisa berfungsi optimal, wilayah-

wilayah yang selama ini tidak berkembang 
menjadi bisa berkembang karena tersedianya 
akses jalan, tersedianya air baku, tersedianya 
perumahan serta sarana permukiman. 

Semua infrastruktur bidang PUPR 
merupakan kebutuhan dasar atau prasyarat 
berbagai aktivitas ekonomi berlangsung, 
aktivitas ekonomi itu seperti perdagangan, 

UU CK Memihak 
Seluruh Lapisan 
Masyarakat Indonesia

Rangkuman hasil wawancara dengan 
Dr. Dadang Rukmana
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Kementerian PUPR
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perindustrian, serta aktivitas - aktivitas 
ekonomi kreatif.

Kemudian dari sisi sosial berarti pelaksanakan 
pendidikan, seni, budaya bisa berjalan. 
Kita melihatnya jangan dari sisi satu pihak 
diuntungkan serta pihak lain dirugikan, karena 
pada akhirnya semuanya menjadi untung. 

Hadirnya UU CK itu berangkat dari keinginan 
pemerintah merubah paragdima dalam 
kinerja. Dari paradigma lama, santai menjadi 
paradigma cepat, ngebut atau intinya kerja 
keras.

Semua kaidah-kaidah yang berlaku tetap 
harus dipatuhi semua pihak, hanya saja dalam 
proses perizinan dimudahkan serta dipercepat. 
Izinnya menjadi lebih cepat, mudah dan murah, 
sehingga dengan diberikannya kemudahan 
perizinan pembangunan infrastruktur sektor 
PUPR akan lebih masif, sehingga dampaknya 
positifnya serta akan berimbas juga pada 
masyarakat luas. 

Adanya UU CK itu diharapkan benar-benar 
terjadi percepatan pembangunan infrastruktur. 
Terjadi percepatan pembangunan 
infrastruktur karena kemudahan perizinan 
untuk sektor PUPR diatur dengan cukup rinci, 
sebagai contoh pertama adalah penghapusan 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti 
dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 
yang harus terbit paling lambat 2 hari kerja 
oleh Kabupaten/Kota dengan mengacu pada 
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 
yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. 

Untuk penerbitan PBG, Sertifikat Laik Fungsi 
(SLF), dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan 
Gedung (SBKBG) dilakukan melalui Sistem 
Bangunan Gedung (SIMBG) yang terintegrasi 
secara online dengan Online Single Submission 
(OSS). Ini juga merupakan kunci percepatan 
perizinan di bidang bangunan gedung.

Selain bangunan gedung, ada juga kebijakan 
penghapusan Suarat Izin Usaha Jasa 
Kontsruksi (SIUJK), SIUJK ini nantinya 
diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha 
melalui mekanisme OSS.  Kemudian, perizinan 
bidang jasa konstruksi terdiri atas Sertifikat 

Badan Usaha (SBU), Sertifikasi Kompetensi 
Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi), No. 
Induk Usaha, semuanya itu digabung ke 
dalam satu sistem yang dinamakan OSS. 
Kemudiahan perizinan ini tentunya sangat 
membantu percepatan proses pembangunan 
infrastruktur. 

Dalam pembangunan perumahan, 
penggabungan perizinan site plan dan Surat 
Persetujuaan Penggunaan Lahan (SPPL) 
dalam pembangunan perumahan. Itu juga 
merupakan satu faktor yang diharapkan 
akan mempercepat dalam pembangunan 
perumahan.

Kemudian, ada kemudahan dalam pelaksanaan 
ketentuan pembangunan hunian berimbangan, 
untuk pembangunan rumah sederhana, dalam 
konteks pembangunan hunian berimbangan 
ini dapat dibangun dalam bentuk rumah deret 
atau rumah tunggal, atau rumah susun dalam 
satu hamparan dapat dikonversi uang tunai. 
Dampaknya itu dalam bidang infrastruktur 
adalah kemudahan perizinan. 

Izin ke depan akan berbasis resiko. Kalau 
resikonya rendah itu tidak perlu izin, 
dengan Nomor Induk Berusaha sudah bisa 
melaksanakan. Kemudian, kalau resikonya 
menengah, investor cukup membuat 
pernyataan, sedangkan untuk resikonya 
tinggi baru harus ada izin, sertifikasi dan lain. 
Saat ini masing-masing unor di PUPR sudah 
mengeluarkan Peraturan Menteri tentang 
NSPKnya. Ada yang rendah, sedang dan tinggi.

Dampak lain, kemudahan investasi pada 
bidang infrastruktur, akan membuat investasi 
yang lebih mudah, sehingga jangkauan 
pembangunan infrastruktur akan lebih luas 
dan masif, sehingga pelayanan infrastruktur 
sendiri akan mengalami perluasan jangkauan, 
dengan banyaknya investasi akan tersedia 
dana yang lebih banyak dari dana yang ada 
sekarang. 

Kalau hanya mengandalkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) itu kapasitas pembangunan 

Perspektif
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infrastrukturnya maksimal 20%. Dengan 
adanya investasi baik melalui skema 
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha 
(KPBU) atau skema lainnya, maka akan 
tersedia dana yang lebih banyak dan lebih 
murah untuk pelaksanakaan pembangunan 
infrastruktur lebih banyak dan masif serta 
menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini 
belum terjangkau pembangunan infrastuktur 
atas pembiayaan yang dilakukan oleh APBN/
APBD.

Kalau infrastruktur tersedia dengan masif, 
maka pertumbuhan ekonomi juga akan 
terdorong karena infrastruktur mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur tersedia 
maka kegiatan ekonomi sosial masyarakat 
akan terdorong tumbuh atau akan lebih mudah 
dilaksanakan, yang ujung-ujungnya akan ada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dampak UU CK juga penciptaan lapangan 
kerja. Hal ini ujung-ujungnya kesejahteraan 
masyarakat. Bahkan, dampak yang paling 
bisa dilihat dari keluarnya UU CK terhadap 
pembangunan infrastruktur bidang PUPR 
adalah penciptaan lapangan kerja.

Terdapat 6 Peraturan Pemerintah (PP) dan 
2 peraturan presiden (Perpres) yang terkait 
infrastruktur bidang PUPR. Setelah dua 
bulan PP dan Perpresnya diterbitkan, seluruh 
Permennya harus diterbitkan, yang jatuh 
temponya 2 April. 

Kita terus melakukan sosialisasi bagaimana 
kebijakan baru. OSS sendiri akan runing pada 
bulan Juni, makan perizinan lebih mudah 
dan investasi terbuka tapi tetap mematuhi 
ketentuan teknis maka pembangunan 
infrastruktur akan lebih masif, yang 
dampaknya pada pembangunan ekonomi 
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kalau yang melakukan monitoring berada di 
Kementerian Koordinator, untuk Kementerian 
PUPR evaluasi dan monitorng dilakukan 
ke Unor-unor. Dalam hal ini Biro hukum 
melakukan monitoring, sejuah mana 
peraturan baru ini dapat diimplementasikan.
(**)     

Sumber: Istimewa
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Peraturan Pelaksana Undang-undang Cipta Kerja 

Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih 
dikenal dengan Undang-undang Cipta Kerja memberikan berbagai keuntungan, 

baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Undang-Undang ini bertujuan mendorong 
tumbuhnya investasi yang masuk ke Indonesia sehingga akan berdampak kepada 
meningkatnya jumlah lapangan kerja yang tersedia. 

Oleh 
Angger Hassanah, S.H., M.T.

Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda 
Subkoordinator Kerja Sama 

Bagian Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik
Sekretariat BPIW Kementerian PUPR 

Selain itu, undang-undang ini memudahkan 
masyarakat khususnya usaha mikro kecil 
untuk membuka usaha baru dengan 
menyederhanakan regulasi yang tumpang 
tindih serta pemangkasan regulasi yang rumit. 
Undang-undang Cipta Kerja disusun untuk 
menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan 
pertumbuhan ekonomi nasional. 

Penyusunan Undang-undang Cipta Kerja 
dilatarbelakangi kondisi regulasi di Indonesia 
yang tidak berdaya saing, perizinan rumit, 
banyaknya pungutan tidak rasional, layanan 
publik yang buruk, serta tidak adanya 
kepastian hukum untuk berinvestasi. Situasi 
itu membuat investasi di Indonesia kurang 

layak usaha meski didukung oleh sumber daya 
melimpah. Undang-undang Cipta Kerja ini juga 
merupakan terobosan dan cara pemerintah 
menangkap peluang investasi dari luar negeri 
lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan 
proses birokrasi.

Undang-undang Cipta Kerja disusun dengan 
menggunakan konsep Omnibus Law. Konsep 
Omnibus Law dalam penyusunan Undang-
undang Cipta Kerja merupakan konsep yang 
baru digunakan dalam sistem perundang-
undangan di Indonesia. 

Konsep ini biasanya  dilakukan oleh banyak 
negara, terutama yang menganut Common 
Law System seperti Amerika Serikat, Kanada, 
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dan Inggris, sedangkan Indonesia sendiri 
menganut  Civil Law System. Secara harfiah, 
kata omnibus berasal dari bahasa Latin 
omnis yang berarti banyak dan lazimnya 
dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil 
penggabungan beragam genre, atau dunia 
perfilman yang menggambarkan sebuah film 
yang terbuat dari kumpulan film pendek. 

Menyesuaikan dengan definisi Omnibus Law 
jika dikaitkan dengan sebuah undang-undang 
maka pengertian tersebut dapat dimaknai 
sebagai penyelesaian berbagai pengaturan 
sebuah kebijakan tertentu yang tercantum 
dalam beberapa undang-undang ke dalam 
satu undang-undang.

Konsep Omnibus Law ini sering disebut sebagai 
undang-undang ‘sapu jagat’ karena mampu 
mengganti beberapa norma undang-undang 
dalam satu peraturan. Selain itu konsep 
ini juga dijadikan misi untuk memangkas 
beberapa norma yang dianggap tidak sesuai 
dengan perkembangan zaman dan merugikan 
kepentingan negara. 

Konsep Omnibus Law ini merupakan sebuah 
aturan yang dibuat untuk memangkas 
beberapa aturan yang dianggap tumpang 
tindih dan menghambat birokrasi yang juga 
sekaligus bertujuan untuk mensinkronkan 
beberapa aspek menjadi satu produk hukum 
yang besar. Secara garis besar proses 
pembentukan perundang-undangan dengan 
konsep Omnibus Law ini tidak diatur didalam 
Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang 
pembentukan perundang-undangan yang 
diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011.  

Omnibus Law merupakan konsep pembuatan 
peraturan yang menggabungkan beberapa 
peraturan yang substansi pengaturannya 
berbeda menjadi suatu peraturan besar yang 
berfungsi sebagai payung hukum (umbrella 
act). Dalam hal ini Omnibus Law mengandung 
lebih dari satu muatan pengaturan. Inilah 
mengapa Omnibus Law didefinisikan sebagai 
hukum untuk semua. 

Akan tetapi, undang- undang hasil Omnibus 
Law yang keberadaannya mengarah sebagai 
undang-undang payung akan menimbulkan 
permasalahan mengenai kedudukannya 

karena secara teori perundang-undangan di 
Indonesia, di mana Indonesia tidak mengenal 
konsep Umbrella Act, karena kedudukan atau 
posisi semua undang undang sama. 

Dalam rangka tindak lanjut penataan regulasi 
melalui Undang-undang Cipta Kerja dilakukan 
penyusunan peraturan pelaksana teknis, 
untuk itu pemerintah telah menerbitkan 49  
peraturan pelaksana. Peraturan-peraturan ini 
terdiri dari 45 peraturan pemerintah dan empat 
peraturan presiden, peraturan pelaksana ini 
terdiri atas peraturan dari berbagai sektor 
tidak terkecuali bidang pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat (PUPR). 

Peraturan pelaksana tersebut meliputi 
sektor penyelenggaraan perizinan berusaha 
berbasis risiko; kemudahan, perlindungan, 
dan pemberdayaan koperasi dan sektor 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); 
perpajakan yang mendukung kemudahan 
berusaha; penataan ruang; lingkungan hidup 
dan kehutanan; sektor pertanahan; serta 
sektor ketenagakerjaan. Peraturan pelaksana 
bidang PUPR merupakan peraturan pelaksana 
teknis yang terkait dengan sektor kemudahan 
investasi dan perijinan berusaha serta 
pemberdayaan UMKM,  peraturan pelaksana 
tersebut meliputi: 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman; 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Rumah 
Susun; 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung; 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi;
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(5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2005 tentang Jalan Tol; dan 

(6) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Badan Percepatan 
Penyelenggaraan Perumahan.   
Penyusunan peraturan pelaksana yang 
disusun dalam waktu yang relatif singkat 
patut mendapat apresiasi, karena 
biasanya penyusunan suatu peraturan 
pemerintah atau peraturan presiden 
seringkali membutuhkan waktu yang lama 
kadang membutuhkan waktu lebih dari 
satu tahun. 

Namun waktu penyusunan yang relatif singkat 
ini juga mengakibatkan tidak adanya cukup 
waktu untuk melakukan harmonisasi antar 
peraturan terutama bagi peraturan yang 
substansinya meliputi lintas sektor sehingga 
kekhawatiran munculnya disharmonisasi 
berupa tumpang tindih peraturan pada tahap 
implementasi. 

Penyusunan peraturan turunan berupa 
Peraturan Menteri atau peraturan teknis 
lainnya juga harus diperhatikan dengan 
seksama agar tetap ringkas dan tidak keluar 
dari tujuan penyusunan Undang-undang Cipta 
Kerja itu sendiri yaitu penyederhanaan dan 
penataan regulasi.

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta 
Kerja dalam Pelaksanaan Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah dan Pemulihan 
Ekonomi Pasca Pandemi

Hadirnya Undang-undang Cipta Kerja berikut 
peraturan pelaksananya bertepatan dengan 
kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia 
global, kondisi ini menyebabkan selain tujuan 
awal penyusunannya sebagai pendorong 
tumbuhnya investasi demi pertumbuhan 
ekonomi nasional juga menjadi salah satu 
kebijakan yang diharapkan dapat menjadi 
angin segar yang dapat berdampak positif 
bagi kondisi perekonomian nasional pasca 
pandemi. 

Sebagaimana kita ketahui kondisi pandemi 
berdampak sangat signifikan terhadap 

perekonomian masyarakat dan nasional. 
Kondisi pandemi sejak kuartal awal tahun 
2020 mengakibatkan pembatasan kegiatan 
masyarakat di luar rumah yang kemudian 
berimbas pada perekonomian nasional. 
Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut 
bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
kuartal II Tahun 2020 minus 5,32 persen. 
Kondisi perekonomian tersebut membutuhkan 
terobosan terutama dari sisi kebijakan oleh 
pemerintah salah satunya melalui peraturan 
pelaksana dari Undang-undang Cipta Kerja. 
Peraturan pelaksana Undang-undang Cipta 
Kerja diharapkan mampu menciptakan hukum 
yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan 
responsif demi terwujudnya keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana 
amanat konstitusi, serta mengembangkan 
sistem hukum yang kondusif dengan 
mensinkronkan undang-undang melalui satu 
undang-undang saja. 

Dengan proses pembentukan yang cukup 
singkat peraturan pelaksana Undang-undang 
Cipta Kerja ini mampu lahir dengan mengganti 
puluhan peraturan menjadi satu regulasi 
yang sejalan. Namun pencapaian itu perlu 
diimbangi dengan substansi regulasi serta 
implementasi sehingga mampu mejadi sebuah 
solusi baru bagi permasalahan tumpang 
tindih dan rumitnya regulasi dalam kaitannya 
dengan pengembangan ekonomi khususnya 
bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Salah satu prioritas nasional yang tercantum 
dalam RPJMN 2020-2024 adalah pembangu-
nan kewilayahan,  pembangunan kewilaya-
han menjadi prioritas  untuk menyelesaikan 
isu strategis utama yaitu ketimpangan antar 
wilayah. Pembangunan kewilayahan sekaligus 
merupakan penjabaran dari pembangunan 
nasional. 

Tujuan pembangunan kewilayahan utamanya 
disusun untuk menyelesaikan isu ketimpa-
ngan antar wilayah, antara lain: meningkat-
nya pemerataan antarwilayah; meningkatnya 
keunggulan kompetitif pusat-pusat pertum-
buhan wilayah; meningkatnya kualitas dan 
akses pelayanan dasar, daya saing serta ke-
mandirian daerah; dan meningkatnya sinergi 
pemanfaatan ruang wilayah 
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Adapun Arah Kebijakan pembangunan 
kewilayahan tersebut adalah percepatan 
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa 
(Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan 
Papua) dengan memaksimalkan keuntungan 
aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan 
daerah yang selaras serta peningkatan 
efisiensi dalam penyediaan infrastruktur.

Pelaksanaan pembangunan wilayah yang 
merupakan amanat RPJMN 2020-2024 salah 
satunya melalui pembangunan infratsruktur. 
Berdasarkan peraturan pelaksana Undang-
undang Cipta Kerja seperti Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis 
Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang disampaikan bahwa 
pembangunan infrastruktur dalam rangka 
mendukung wilayah dan kawasan mempunyai 
peran penting dalam pemulihan ekonomi 
nasional. 

Kebijakan pemerintah terbaru terkait 
pembangunan wilayah adalah melanjutkan 
program yang dapat menjadi pemicu 
kontraksi positif ekonomi nasional sehingga 
dapat mempercepat pemulihan ekonomi 
diantaranya pembangunan infrastruktur untuk 
mendukung lima kawasan pariwisata super 
prioritas, pembangunan infrastruktur yang 
mendukung ketahanan pangan, pembangunan 
infrastruktur sebagai pendukung sarana 
dan prasarana kawasan industri, serta 
pembangunan infrastruktur yang berkaitan 
dengan pengembangan teknologi. 

Dengan adanya peraturan pelaksana dari 
Undang-undang Cipta Kerja mengenai 
kemudahan proyek strategis nasional, 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 
dan peraturan pelaksana terkait lainnya, 
diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan 
proyek-proyek nasional tersebut sehinggga 
akan berdampak pada tujuan pembangunan 
infrastruktur yaitu sebagai salah satu 
penggerak perekonomian masyarakat. 

Melalui peraturan pelaksana Undang-undang 
Cipta Kerja ini pelaksanaan proyek strategis 
nasional mendapat insentif berupa kemudahan 
dalam pemberian izin, pengadaan tanah, dan 
pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 
18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, 
Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 
Pendaftaran Tanah; Peraturan Pemerintah 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 
tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata 
Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak 
Atas Tanah. 

Pembangunan infrastruktur yang mendukung 
kawasan juga diharapkan dapat menjadi salah 
satu pemicu kontraksi positif perekonomian 
nasional. Sebagai contoh adalah kebijakan 
pengembangan kawasan industri (KI), salah 
satu kajian yang dihasilkan BPIW terhadap 
kawasan metropolitan dan KI menghasilkan 
bahwa dukungan terhadap tumbuhnya KI 
dapat memicu tumbuhnya perekonomian 
wilayah. 

Investasi infrastruktur diprediksi memberikan 
multiplier output yang dapat menstimulasi 

Sumber: Istimewa
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perekonomian nasional. Dari segi perencanaan 
pemrograman pembangunan infrastruktur di 
Kementerian PUPR hal ini merupakan tugas 
dan fungsi BPIW yaitu menyusun perencanaan 
dan program yang dapat mengakomodasi dan 
selaras dengan tujuan kebijakan nasional serta 
pengembangan wilayah. 

BPIW harus dapat berperan sebagai integrator 
penyusunan rencana infrastruktur PUPR yang 
terpadu dan program infrastruktur PUPR 
yang sinkron. Dengan demikian, BPIW dapat 
menjadi yang terdepan dalam menyiapkan 
kebijakan dan strategi Kementerian PUPR, 
baik berupa dukungan kebijakan teknis 
berupa dokumen rencana pengembangan 
wilayah, program pengembangan infrastruktur 
wilayah, policy brief bagi pimpinan/pengambil 
kebijakan maupun rekomendasi teknis kepada 
kementerian/lembaga terkait, pemerintah 
daerah, dan stakeholder lainnya. 

Selain itu BPIW dapat berperan sebagai think tank 
untuk memberikan masukan kepada Menteri 
PUPR, sebagai fasilitator debottlenecking dalam 
pembangunan infrastruktur PUPR. 

Selain pembangunan infrastruktur di kawasan 
salah satu strategi untuk meningkatkan 
kondisi perekonomian yang terpuruk pada 
masa pandemi adalah dukungan terhadap 
sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 
UMKM merupakan tulang punggung 
perekonomian Indonesia. Mereka adalah ujung 
tombak perputaran ekonomi dalam negeri. 
UMKM menyumbang 60,34 persen dari total 
Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 
menyumbang 58,18 persen dari total investasi. 

Terlebih di masa pandemi Covid-19, UMKM 
memiliki peran penting dalam menjaga 
stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi 
yang tak pasti. Namun, UMKM juga menjadi 
kelompok yang rentan di tengah situasi 
pandemi. 

Salah satu peraturan pelaksana turunan 
Undang-undang Cipta Kerja di sektor PUPR 
yang berkaitan dengan pengembangan sektor 
UMKM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 
tentang Jalan Tol. Peraturan ini  mendukung 
pengembangan sektor UMKM dengan 
mengatur cakupan 30 persen dari total area 
komersil pada rest area  jalan tol  diperuntukan 
bagi UMKM.

Sementara tantangan pengembangan wilayah 
Indonesia ke depan semakin berat, dimana 
isu strategis yang muncul tidak hanya terkait 
peningkatan pertumbuhan ekonomi namun juga 
pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah 
dan masyarakat serta pemulihan ekonomi 
pasca pandemi Covid-19 yang berdampak pada 
perkonomian secara global. 

Hadirnya peraturan pelaksana undang-undang 
cipta kerja diharapkan dapat menjadi pendorong 
bagi pemulihan ekonomi dan sekaligus 
pemenuhan pelaksanaan pengembangan 
wilayah sesuai dengan Rancangan Teknokratik 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui strategi 
pengembangan wilayah yaitu strategi 
pertumbuhan dan strategi pemerataan. 

Strategi pertumbuhan tersebut dikembangkan 
melalui transformasi dan akselerasi 
pembangunan pulau dan kepulauan, sementara 
strategi pemerataan disesuaikan dengan 
tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak 
meninggalkan satu pun kelompok masyarakat 
(leave no one behind). 
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1.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko.

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha di Daerah.

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Kemudahan, Pelindungan 
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Modal Dasar Perseroan 
serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, 
dan Pembubaran Perseroan yang 
Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro 
dan Kecil.

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Perlakukan Perpajakan 
untuk Mendukung Kemudahan 
Berusaha.

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah dalam rangka Mendukung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan 
Daerah.

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik 
Pemerintah Desa.

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman.

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Rumah 
Susun.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Jasa Konstruksi.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Arsitek.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2005 tentang Jalan Tol.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak 
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 
Pendaftaran Tanah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2021 tentang Penertiban Kawasan dan 
Tanah Terlantar.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Pengenaan 
Sanksi Administratif dan Tata Cara 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
berasal dari Denda Administratif di 
Bidang Kehutanan.

21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan  Bidang  
Energi dan Sumber Daya Mineral.

22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Pertanian.

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Kelautan dan Perikanan.

24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Perindustrian.

Daftar 49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Perdagangan.

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Pelayaran.

28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Penerbangan.

29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Perkeretaapian.

30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing.

31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, 
Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, 
dan Pemutusan Hubungan Kerja.

32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
2021 tentang Pengupahan.

33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2021 tentang Rekening Penampungan 
Biaya Perjalanan Ibadah Umroh.

35. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Jaminan Produk Halal.

36. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan 
Ekonomi Khusus.

37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas.

38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek 
Strategis Nasional.

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2021 tentang Penyelesaian 
Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan 
Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 
2021 tentang Pelaksanaan Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat.

41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Informasi 
Geospasial.

42. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan 
Penyiaran.

43. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Perumahsakitan.

44. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2021 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
2013 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian.

45. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 
2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas 
Transaksi yang Melibatkan Lembaga 
Pengelola Investasi dan/atau Entitas 
yang Dimilikinya.

46. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Badan Percepatan 
Penyelenggaraan Perumahan.

47. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Bidang Usaha Penanaman 
Modal.

48. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Kerja Sama Antara 
Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha 
Milik Negara dalam Penyelenggaraan 
Informasi Geospasial Dasar.

49. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perspektif



Keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau 
(UU CK) sempat memancing beragam reaksi banyak pihak. Padahal, belum banyak 

yang tahu persis dampak dari implementasi UU CK. Salah satunya dampak terhadap 
tata ruang termasuk pelaksanaan pembangunan di sektor PUPR. Untuk itu berikut 
disajikan wawancara dengan Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, 
Abdul Kamarzuki.
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Wawancara

Tata Ruang itu Perizinan Dasar,
Rencana Tata Ruang Single Reference 
Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM
Direktur Jenderal  Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
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Bagaimana implikasi Undang-undang No. 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk bidang 
penataan ruang?

Implikasi UU CK cukup signifikan di bidang 
tata ruang, karena merampingkan proses 
perizinan berusaha. 

Tata ruang saat ini dijadikan sebagai perizinan 
dasar yang posisinya berada di hulu, yakni 
melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang (KKPR). 

Karena saat ini tata ruang menjadi dasar 
perizinan, maka dilakukan perbaikan-
perbaikan seperti perampingan produk-
produk tata ruang yang tumpang tindih untuk 
mempermudah proses perizinan kedepannya.

RTR ini juga menjadi single reference di 
lapangan karena UU CK mengamanatkan 
untuk mengintegrasikan tata ruang laut dan 
darat menjadi satu, salah satunya melalui 
integrasi RZWP-3-K (ke RTRW Provinsi). 
Diharapkan karena tidak ada produk-produk 
sendiri, tumpang tindih dapat dihindari.

Kapanpun masyarakat mau membangun baik 
di darat atau di laut, melihatnya hanya satu 
dokumen Rencana Tata Ruang, sehingga 
kita juga harus bekerja keras meningkatkan 
kualitas tata ruang dalam produk-produk tata 
ruang.

Bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan 
pembangunan di sektor-sektor, khususnya 
PUPR?

Kementerian PUPR sebagai instansi yang 
banyak membangun dan membutuhkan lahan 
dan ruang, perlu dipahami bahwa pengaturan 
pemanfaatan ruang itu diatur melalui tiga 
skema KKPR. 

Pertama, Konfirmasi KKPR, untuk di wilayah 
yang sudah memiliki Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) yang comply/terintegrasi 
dengan Online Single Submission (OSS). dua. 
Persetujuan KKPR untuk di wilayah yang 
belum memiliki RDTR, penilaiannya dengan 
mempertimbangkan produk-produk Rencana 
Tata Ruang (RTR) menggunakan azas hierarki 
dan komplementer, dan tiga. Rekomendasi 
KKPR untuk di kegiatan yang bersifat strategis 

nasional namun belum termuat di RTR 
manapun.

Sehingga kedepannya pembangunan 
jembatan, jalan, rumah perlu mendapatkan 
dan mengacu pada KKPR.  Untuk program 
infrastruktur jalan, danau, misalnya bukan 
PSN, tetap melewati persetujuan KKPR, 
sehingga perlu dipastikan bahwa program-
program tersebut ada di RDTR/RTRW. 

Oleh karena itu, kita (Ditjen Tata Ruang) kan 
selalu menyelenggarakan Rapat Lintas Sektor 
pada saat penyusunan RTR, PUPR juga perlu 
aktif di rapat tersebut menyampaikan rencana 
program PU di daerah tersebut, sehingga 
semuanya saling terinformasi. Sehingga kita 
sesama institusi Pemerintah saling membantu 
meningkatkan kualitas produk RTR yang 
mempermudah perizinan KKPR ke depannya.

Bisa juga melalui jalur PSN, namun jalur 
rekomendasi kita butuh waktu studi dulu, 
apa dampak (proyek ini,-red) ke sekitarnya, 
sedangkan kalau sudah ada di RDTR tidak 
butuh waktu tambahan lagi untuk kajian dan 
langsung masuk ke jalur konfirmasi.

Bagaimana pandangan Bapak terkait pihak-
pihak yang menilai Pasal-Pasal terkait sektor 
per tanahan lebih berpihak kepada pemilik 
modal?

Di UU Cipta Kerja sebetulnya mengamanatkan 
untuk berbagai jenis pelaku usaha, termasuk 
UMKM. Lalu di dalamnya ada klasifikasi dan 
perizinan berusaha berbasis risiko.

Praktiknya di KKPR, semua pelaku usaha bisa 
mendaftar, sedangkan pelaku UMK (Usaha 
Mikro Kecil) bisa dapat fasilitas khusus, 
cukup self-declaration saja bahwa kegiatannya 
sudah sesuai tata ruang. Nanti mereka bisa 
mengakses informasi dan peta RTR, beragam 
informasi lainnya juga akan disajikan di awal 
dan diakses oleh masyarakat. 

Sehingga saat ada masyarakat ingin membuat 
toko bunga, mereka sudah tahu untuk jangan 
sampai bangun di depan kantor gubernur yang 
peruntukannya tidak sesuai. 

Jadi sepertinya tidak lebih berpihak kepada 
pemilik modal saja. Bahkan, di PP 21/2021, 

Wawancara
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non-berusaha pun kita layani, ada fasilitas 
khusus untuk penerbitan KKPR nonberusaha.

Terobosan apa yang dihasilkan dengan adanya 
UU CK bagi sektor pembangunan, khususnya 
pembangunan infrastruktur PUPR, dikaitkan 
dengan pengadaan tanah?

Pemahaman saya, PU ini kan masuk 
kepentingan umum, dari UU No. 2 Tahun 2021 
tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 
Umum tidak begitu banyak perubahan di 
UU CK, kecuali sektornya ditambah, contoh 
kawasan industri, pariwisata, Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK), dll.  Penlok tetap ada, 
namun sekarang kalau mau ada penlok harus 
terbit KKPR dulu.

UU tersebut diklaim agak “keras” untuk 
mengatasi para spekulan maupun para 
pedagang perizinan, dapatkah dijelaskan lebih 
lanjut?

Kenapa di UU CK kita tambahkan sektor baru, 
seperti sektor industri dll, karena dari BPIW 
kan paham kalo selama ini investor mau 
masuk ke suatu tempat, harga lahan bisa tidak 
terkendali dan bisa tidak dilepas sehingga 
membuat harganya jadi spektakuler

Dulu kalau sudah ada peruntukan industri, 
yang keisi hanya 13-15% karena salah satu 
faktornya sudah keburu masuk spekulan. 
Karena ada PP baru ini, sekarang ada 

appraiser, memang lebih mahal tapi harga 
tanah menjadi terukur. Kalau investor mau 
beli tanah ke masyarakat, bisa juga. Tapi kalu 
mau masuk lewat pengadaan tanah yang lebih 
resmi  bisa juga. 

UU tersebut mengamanatkan Pemerintah 
Daerah untuk menyusun dan menyediakan 
RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar. 
Target keberadaan RDTR digital setiap daerah 
paling lambat tahun berapa? Adakah sanksi 
untuk daerah yang terlambat?

Saat ini ditargetkan akan ada 2000 RDTR. 
Progressnya, bagi daerah yang prioritas, 
sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 
109 Miliar untuk naik ke OSS, harapannya di 
bulan Juli nanti bisa nambah 2x lipat, sekitar 
200 RDTR sudah bisa terakses di OSS, tapi 
tentunya ini masih jauh dari harapan.

Tantangannya masih banyak daerah yang 
sudah membuat RDTR tapi belum comply 
dengan sistem OSS, karena RDTRnya dibuat 
tidak sesuai standar OSS. Contoh, OSS 
sekarang mememerlukan KBLI 3 digit, agar 
lebih mudah bacanya. RDTR yang dibuat 
itu terkadang lebih dari 3 digit, atauu bikin 
klasifikasi ruang sendiri, jadinya ngga match.

Kalau sanksi, tidak ada sanksi, lebih ke 
disinsentif, karena secara tidak langsung kalau 
tidak punya RDTR, daerah harus menerbitkan 

Sumber: PUPRAbdul Kamarzuki dalam satu rapat



SINERGI / Maret - April 202122

Persetujuan KKPR bukan Konfirmasi KKPR 
yang lebih cepat, jadi investasi yang masuk bisa 
jadi lambat di daerah tersebut..

KKPR itu kewenangan pemerintah pusat, 
namum berdasarkan Surat Edaran Menteri 
ATR/BPN No. 4/SE-PF.01/III/2021, kewenangan 
KKPR daerah dikembalikan ke Kabupaten dan 
Provinsi untuk melakukan penerbitan, tanpa 
mengurangi kewenangan Menteri.

Apakah harapan Bapak akan UU CK kedepan 
terhadap pembangunan infrastruktur di 
Indonesia?

Harapan saya akan UU CK kedepannya, semua 
elemen yang akan memanfaatkan ruang lebih 
patuh dengan tata ruang, sehingga infrastruktur 
yang dibangun sesuai dengan RTR dan aligned. 

Sebagai contoh pengendalian konversi lahan 
sawah di Pantura, misal saat jalan tol dibangun, 
K/L lain juga harus commit. Jangan terlalu 
banyak buka exit karena ternyata menimbulkan 
banyak cluster yang tidak bisa dibendung, 
disitulah akan terjadi konversi lahan sawah.

Kita perlu melihat kemampuan daya dukung 
lingkungan, misal Pantura di Karawang, di 
Subang, Patimban kan daerah resapan air, 
kalau dibangun jalan tol saja mungkin tidak 
berngaruh tapi ketika banyak cluster tumbuh 
dan konversi lahan tinggi ternyata daya 
dukungnya tidak mencukupi, kalau banjir ya 
jangan disalahin. 

Yang terpenting pembangunan infrastruktur 
direncanakan dan disampaikan ke Rapat Lintas 
Sektor dan Forum Penataan Ruang, baru 
dilaksanakan untuk bangun. Prasarana ini kan 
untuk menunjang fasilitas contoh perumahan. 

Harus diperhatikan eksternalitas dari 
pembangunan infrastruktur itu sendiri 
sehingga proyek-proyek ini terintegrasi serta 
melewati proses KKPR dengan baik.(Daris/
Rosyid)

Sumber: BPIW

Wawancara

Yang terpenting pembangunan 
infrastruktur direncanakan 
dan disampaikan ke Rapat 

Lintas Sektor dan Forum 
Penataan Ruang, baru 

dilaksanakan untuk bangun. 
Prasarana ini kan untuk 

menunjang fasilitas contoh 
perumahan. 
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Sumber: BPIW

Penulis 
Tommy Aramanda, S.T., M.T.
Perencana Ahli Muda
Subkor Pelaksana Tugas Pengembangan Infrastruktur 
Wilayah Maluku dan Maluku Utara 
Bidang Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III B 
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III
BPIW Kementerian PUPR

Arahan Dukungan 
Infrastruktur PUPR terhadap 
Pulau-Pulau Kecil Terluar 

Tinjauan Kebijakan

Pulau-pulau kecil terluar (PPKT) merupakan 
salah satu wilayah tematik yang arahan 
pengembangannya ditetapkan dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 
26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional.

Pengembangan PPKT dalam RTWN setidaknya 
diarahkan pada tiga hal utama yaitu :

(a) Pengembangan sentra ekonomi pada 
wilayah PPKT berbasis kelautan dan perikanan 
yang berkelanjutan ; 

(b) Pengembangan kegiatan budidaya yang 
dapat mempertahankan keberadaan PPKT;  

(c) PPKT dapat berfungsi sebagai kawasan 
konservasi. PPKT dengan berbagai potensi 

Info Pengembangan Wilayah
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sumber daya yang dimiliki (kelautan, 
perikanan, pariwisata dll.) dapat dikembangkan 
dengan memperhatikan keberlanjutan dan 
mempertahankan fungsi konservasi yang 
dimiliki.

Percepatan pembangunan pada Wilayah 
PPKT diarahkan dalam rangka peningkatan 
pemerataan wilayah. Salah satu fokus 
pembangunan infrastruktur pada PPKT yang 
diarahkan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024 adalah dukungan terhadap penyediaan air 
baku dalam rangka mewujudkan peningkatan 
kuantitas dan ketahanan air baku, pemenuhan 
standar pelayanan minimum (SPM) secara 
bertahap untuk infrastruktur pelayanan 
dasar, dukungan terhadap konektivitas 
melalui pembangunan jalan lingkar pulau, 
serta dukungan terhadap ketahanan kawasan 
pesisir PPKT terhadap bencana alam.

Nilai Strategis PPKT

Indonesia memiliki setidaknya 111 PPKT 
yang tersebar baik di Wilayah Barat Indonesia 
maupun Wilayah Timur Indonesia. Adapun 
persebarannya pada setiap pulau yaitu Pulau 
Sumatera (42 PPKT), Pulau Jawa (9 PPKT), 
Pulau Kalimantan (4 PPKT), Pulau Bali (1 PPKT), 
Kep. Nusa Tenggara (8 PPKT), Pulau Sulawesi 
(15 PPKT), Kep. Maluku (20 PPKT), dan Pulau 
Papua (12 PPKT). PPKT baik yang berpenghuni 
maupun yang tidak berpenghuni masing-
masing memiliki potensi, nilai strategis, dan 
juga tantangan dalam pengelolaannya.

Indonesia sebagai negara kepulauaan terdiri dari 
17.508 gugusan pulau mempunyai perbatasan 
darat serta 10 perbatasan maritim dengan 
negara tetangga. Dari 17.508 pulau tersebut 
terdapat 111 PPKT yang berhadapan langsung 
dengan negara tetangga. Berdasarkan 111 
PPKT tersebut terdapat setidaknya 12 pulau 
kecil yang ditetapkan sebagai pulau-pulau 
kecil yang diprioritaskan karena memiliki nilai 
strategis dari sisi pertahanan dan keamanan 
serta kekayaan sumber daya alam. 

Keduabelas  PPKT tersebut adalah Pulau 
Rondo (NAD), Pulau Berhala (Sumatera Utara), 
Pulau Nipa (Kep. Riau), Pulau Sekatung (Kep. 

Riau), Pulau Marampit (Sulawesi Utara), Pulau 
Marore (Sulawesi Utara), Pulau Miangas 
(Sulawesi Utara), Pulau Fani (Papua), Pulau 
Fanildo (Papua), Pulau Brass (Papua), Pulau 
Dana, dan Pulau Batek (Nusa Tenggara Timur) 
(Kementerian Pertahanan, 2010). 

PPKT tersebut diamanatkan untuk dikelola 
dalam rangka memenuhi tiga tujuan, pertama 
menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI), keamanan 
nasional, pertahanan negara dan bangsa 
serta menciptakan stabilitas Kawasan. Kedua, 
memanfaatkan sumber daya alam dalam 
rangka pembangunan yang berkelanjutan.
Tujuan yang ketiga adalah memberdayakan 
masyarakat dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan. Pulau-Pulau Kecil Terluar 
(PPKT) mengemban misi politis yang sangat 
penting bagi negara, di mana kawasan tersebut 
memiliki titik dasar (TD) dan titik referensi 
(TR) sebagai penentuan batas kedaulatan dan 
yurisdiksi perairan Indonesia.

Potensi PPKT 

PPKT  memiliki beberapa potensi diantaranya 
yaitu potensi wisata baik wisata bahari, wisata 
budaya, wisata religi, dan wisata sejarah. Pulau 
Selaru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
sebagai salah satu pulau terdepan dari Wilayah 
NKRI memiliki potensi wisata sejarah dan religi 
dengan adanya obyek wisata berupa bunker 
persembunyian tentara Jepang (Goa Jepang), 
peninggalan senjata tentara Jepang, dan 
Gereja Tua Eben Heiser. 

Pulau Kisar yang terletak di Kabupaten 
Maluku Barat Daya juga merupakan salah satu 
contoh PPKT yang memiliki beragam potensi 
pariwisata yang belum banyak diketahui oleh 
orang. Pulau Kisar memiliki beberapa potensi 
wisata bahari seperti Pantai Moidauw, Pantai 
Manpery, Pantai Yelurna, Panyai Kiou, Pantai 
Malara, Pantai Nama, Pantai Portuki, Pantai 
Jawalang, dan Pantai Kiasar. Selain potensi 
wisata bahari, Pulau Kisar juga memiliki wisata 
budaya, wisata religi, dan wisata sejarah yaitu 
tarian adat Peuk/Kerpopo, Bukit Doa Lekwain, 
dan Gereja Tua Wonreli.

Kontribusi PDRB Banjarbakula Terhadap Provinsi Kalimantan Selatan 2010-2019
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Info Pengembangan Wilayah
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%

Pantai Jawalang (P. Kisar)

Tarian Adat Peuk/Kerpopo (P. Kisar)

Bukit Doa Lekwain (P. Kisar)

Goa Jepang (P. Selaru)

Pantai Kiasar (P. Kisar)

Beberapa PPKT menjadi habitat bagi 
satwa endemik tertentu dan satwa yang 
dilindungi. Sebagai contoh Pulau Yiew Besar 
yang masuk dalam Wilayah Administratif 
Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi 
Maluku Utara merupakan habitat bagi satwa 
Burung Momoa (kerabat Burung Maleo) 
yang merupakan salah satu satwa endemik 
Pulau Maluku yang rentan terhadap 
kepunahan. 

Selain itu, menurut penelitian WWF (2009) 
dapat diketahui bahwa perairan laut Kep. 
Maluku merupakan tempat utama satwa 
penyu untuk mencari makan karena 
perairan laut Kep. Maluku terkenal dengan 
kekayaan biota laut yang menjadi makanan 
utama bagi satwa penyu. Pulau Yiew Besar 
juga menjadi salah satu lokasi tempat satwa 
penyu mencari makanan berupa lamun.

Beberapa PPKT menjadi habitat bagi satwa 
endemik tertentu dan satwa yang dilindungi. 

Sebagai contoh Pulau Yiew Besar yang masuk 
dalam Wilayah Administratif Kabupaten 

Halmahera Tengah,
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Tantangan Pengelolaan PPKT 

Pengelolaan PPKT menghadapi beberapa 
tantangan. Salah satu tantangan pengelolaan 
PPKT adalah ancaman tenggelamnya/hilangnya 
PPKT yang disebabkan oleh faktor-faktor 
endogen (gempa bumi) maupun eksogen (abrasi, 
erosi, atau peningkatan permukaan air laut). 
Menurut IPCC (Intergovermental Panel of Climate 
Change) dalam AR5 (Assessment Report ke-5) 
mengkonfirmasi bahwa kenaikan permukaan air 
alut meningkat dari per sepuluh milimeter per 
tahun menjadi 2 milimeter per tahun sejak tahun 
1939 (Prabowo dan Salahudin, 2016). 

Berdasarkan skenario IPCC tersebut maka 
ancaman terhadap tenggelamnya PPKT menjadi 
semakin nyata. Abrasi pantai tanpa penanganan 
yang tepat khususnya bagi PPKT yang tidak 
memiliki pelindung/penahan alami abrasi 
pantai (e.g. ekosistem bakau, karakteristik 
geologi pantai, dan keberadaan pulau-pulau 
yang menjadi buffer abrasi) dapat menyebabkan 
tergerusnya PPKT dan dalam periode waktu 
tertentu dapat menyebabkan hilangnya PPKT.

Tantangan lain dalam pengelolaan PPKT yaitu 
keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan akan 
pelayanan dasar (air baku/air bersih, sanitasi, 
dan persampahan). Air baku di PPKT secara 
umum bersumber dari air permukaan (danau 
dll.), air tanah, tampungan air hujan, mata air, 
dan air laut. Hal ini tentunya sangat bergantung 

pada kondisi fisik/lingkungan dari PPKT itu 
sendiri. Sebagai contoh terdapat PPKT yang 
sangat terbatas sumber air bakunya di mana 
tidak terdapat mata air/air permukaan dan air 
tanah yang kualitasnya tidak layak karena intrusi 
air laut sehingga PPKT dengan karakteristik ini 
sangat mengandalkan pemenuhan kebutuhan air 
dari tampungan air hujan. 

PPKT di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara 
umum memiliki curah hujan yang sangat rendah 
dan bahkan mengalami kekeringan ekstrem 
sehingga pemanfaatan air tanah payau melalui 
teknologi pengolahan menjadi solusi yang dapat 
dilakukan. Salah satu penerapan teknologi 
pengolahan air tawa payau telah dilaksanakan di 
Pulau Palue (Kab. Sikka, Propinsi NTT) dan Pulau 
Semau (Kab. Kupang, Propinsi NTT) (Ditjen Cipta 
Karya, 2021).

Fasilitas persampahan khususnya di PPKT 
yang berpenghuni juga secara umum masih 
sangat terbatas dan umumnya masih banyak 
terjadi penumpukan2 sampah2 di pesisir pantai. 
Beberapa kendala dalam pengelolaan sampah 
di PPKT diantaranya adalah keterbatasan lahan 
untuk penyediaan TPA, pengelolaan sampah 
mandiri yang sulit dilakukan, belum tersedianya 
akses ke Pulau Utama tempat lokasi TPA (KKP, 
2020). Sementara itu, penyediaan fasilitas 
sanitasi seperti MCK dan saluran pembuangan 
air limbah masih sangat terbatas di PPKT.

Burung Momoa 
sebagai Satwa 
Endemik Kep. 
Maluku; spesies ini 
berkerabat dengan 
Maleo
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Konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan 
menjadi tantangan dalam pengembangan PPKT 
terutama dalam rangka memangkas waktu 
tempuh dan biaya logistik dari tempat produksi 
ke tempat pemasaran produk/komoditas. 
Transportasi melalui laut seringkali terkendala 

cuaca ekstrem sehingga peran infrastruktur 
jalan dan jembatan memegang peranan yang 
penting.  

Arahan dukungan program Infrastruktur PUPR 
terhadap PPKT

Berdasarkan deskripsi mengenai PPKT yang 
telah diuraikan dapat diketahui bahwa fokus 
dukungan Infrastruktur PUPR pada PPKT yaitu 
dukungan terhadap ancaman abrasi pantai dan 
dukungan terhadap keberadaan satwa endemik 
(melalui pembangunan pengaman pantai), 
penyediaan pelayanan dasar untuk kebutuhan 
penduduk PPKT, penyediaan pelayanan dasar 
untuk kebutuhan wisata, penyediaan konektivitas 
antar pulau. Tabel berikut akan menjelaskan 
secara deskriptif arahan dukungan program 
Infastruktur PUPR terhadap PPKT.

 

Tabel  Arahan  Dukungan  Program  Infrastruktur  PUPR  terhadap  PPKT  

No   Nilai  Strategis  
PPKT  

Tantangan  Pengelolaan  
PPKT   Arahan  Dukungan  Program  Infrastruktur  PUPR  

1  

Penentu  batas  
kedaulatan  dan  
yurisdiksi  
Indonesia  

1.   Perubahan  iklim  yang  
menyebabkan  kenaikan  
muka  air  laut  

2.   Laju  abrasi  pantai  yang  
tinggi  

Pembangunan  Pengaman  Pantai  di  PPKT  dengan  laju  
abrasi  tinggi  dan  tidak  memiliki  pelindung/penahan  alami  
akan  abrasi  

2  

Keberadaan  
penduduk  yang  
memerlukan  
pelayanan  
infrastruktur  dasar  

1.   Minimnya  sumber  air  baku  
dan  air  bersih  

2.   Minimnya  fasilitas  sanitasi  
dan  persampahan  

1.   Penyediaan  Akuifer  Buatan  Simpanan  Air  Hujan  
(ABSAH)  Di  PPKT  Yang  Tidak  Memiliki  Potensi  Air  
Tanah  

2.   Penyediaan  Sistem  Pengolahan  Air  Payau  Khusus  
PPKT  Yang  Memiliki  Potensi  Air  Tanah  Yang  Payau  

3.   Penyediaan  embung-embung  konservasi  
4.   Penyediaan  MCK  Dan  SPAL-D  
5.   Untuk  Volume  Sampah  ≤  3  m3  dengan  melakukan  

pemilahan  sampah  dan  pengangkutan  ke  TPA/TPS  
terdekat;;  untuk  volume  ≥  3  m3  menggunakan  TPS  3R.  

3  
Potensi  wisata  
alam,  budaya,  
religi,  dan  sejarah  

1.   Minimnya  sumber  air  baku  
dan  air  bersih  

2.   Minimnya  fasilitas  sanitasi  
dan  persampahan  

1.   Pembangunan  pipa  transimisi  bawah  laut  yang  
terhubung  dengan  air  baku  di  Pulau  Utama  (mainland)  

2.   Pengolahan  air  laut  dengan  teknologi  reverse  osmosis  
(RO)  

3.   Pembangunan  embung-embung  konservasi  
4.   Pembangunan/peningkatan  jalan  lintas  pulau  untuk  

akses  ke  obyek-obyek  wisata  

4   Potensi  komoditas  
ekonomi  

1.   Geografis  kepulauan  yang  
berciri  terpisahnya  satu  
pulau  dengan  pulau  lain  
oleh  lautan  

2.   Transportasi  laut  sering  
terkendala  cuaca  ekstrem  

Pembangunan/peningkatan  jalan  dan  jembatan  antar  
pulau  untuk  mewujudkan  kelancaran  distribusi  logistik  dan  
pemerataan  kesejahteraan.  

e.g.:  Pembangunan  Jembatan  Wear  Arafura  di  Kab.  
Kepulauan  Tanimbar  yang  menghubungkan  Pulau  Larat  
dan  Pulau  Yamdena  

5  

Habitat  satwa  
endemik  dan  
tempat  makan  
satwa  dilindungi  

1.   Perubahan  iklim  yang  
menyebabkan  kenaikan  
muka  air  laut  

2.   Laju  abrasi  pantai  yang  
tinggi  

Pembangunan  Pengaman  Pantai  di  PPKT  dengan  laju  
abrasi  tinggi  dan  tidak  memiliki  pelindung/penahan  alami  
akan  abrasi  

Sumber:  Hasil  Analisis,  2021  

	  

Sumber: 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 
Tahun 2017

Peraturan Presiden RI Nomor 18 
Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 
2024

Keputusan Presiden RI Nomor 6 
Tahun 2017 tentang Pengelolaan 
Pulau-Pulau Kecil Terluar

Prabowo, Harkins Hendro dan 
Muhammad Salahudin; Potensi 
Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil 
Teluar Wilayah NKRI; Jurnal 
Geologi Kelautan Volume 14 Nomor 
2, November 2016.

http://sim.ciptakarya.pu.go.id/
btpp/produk/teknologi-terapan/-
penerapan-teknologi-pengolahan-
a i r - p a y a u - d i - p u l a u - p u l a u -
kecil-2218

https://bebassampah.id/f i les/
uploads/webinar-marine-debris-
11-juni-devi.pdf
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Sorot

Pentingnya 
Kolaborasi dalam 
Penanganan Banjir

Sumber: google

Penulis:
Brian Aldiki S.P.W.K. & Astri Isnaini Dewi S.T., M.R.K. 
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IC, Pusat Pengembangan Infrastruktur 
PUPR Wilayah I, BPIW Kementerian PUPR
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Kita ketahui fenomena alam ini kerap kali 
terjadi, dan mungkin tidak dapat kita lupakan 
begitu saja dari benak kita, mari kita lihat 
catatan sejarah banjir di Indonesia:

1. Banjir DKI Jakarta 2002  yang 
menyebabkan jantung kota lumpuh 
karena jalan protokol terendam serta 
diperkirakan 42 kecamatan dan 168 
kelurahan tergenang;

2. Banjir DKI Jakarta 2007 yang 
merendam sekitar 60 persen lebih 
wilayah Jakarta. Pusat bisnis lumpuh, 
lalu lintas terputus, dan sekolah 
diliburkan serta menyebabkan 
beberapa gardu listrik terpaksa 
dimatikan sehingga seluruh aktifitas 
terhambat;

3. Banjir bandang Wasior, Papua Barat 
(2010) dengan catatan sebanyak 158 
orang meninggal dan 145 orang lainnya 
dinyatakan hilang;

4. Banjir bandang di Manado (2014) 
dengan catatan sebanyak 18 orang 
tewas, 840 rumah hanyut.

    Banyak faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya bencana banjir dan ini 
umumnya terdapat dua faktor 
penyebab utama bencana banjir yaitu:

a. Banjir yang disebabkan secara 
alami yang diantaranya curah 
hujan, pengaruh fisiografi, erosi 
dan sedimentasi, kapasitas sungai, 
kapasitas drainase yang tidak 
memadai, dan pengaruh air pasang.

Pada awal bulan Januari Tahun 2021 Kota-Kota besar di Indonesia dihadapkan 
oleh hadirnya peristiwa alam berupa banjir yang cukup membuat heboh 

dimana masa pandemi Covid-19 dalam kondisi belum berakhir, adapun banjir 
tersebut telah terjadi di beberapa kota yanga antara lain terjadi DKI Jakarta, 
Bekasi, Semarang, Banjarmasin, Manado dan beberapa kota besar lainnya, 
namun apakah ini menjadi konsentrasi kita di masa mendatang agar dapat 
melakukan antisipasi terjadinya banjir atau hanya melalui skenario adaptasi 
dengan banjir saja.

Gambar 1. Potret Banjir Ibukota Sumber: google images
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b. Banjir yang disebabkan oleh 
ulah manusia dimana Banjir 
yang disebabkan oleh manusia 
berhubungan dengan aktivitas 
dan kebutuhan manusia (rumah, 
kantor,pusat bisnis, dll)  

Selanjutnya dari berbagai referensi, kami 
menemukan data dan informasi Fenomena 
Banjir di Indonesia sangat ditentukan oleh 
beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota 
besar di Indonesia sebenarnya tergolong cukup 
pesat, dimana Pembangunan perumahan/
pemukiman ataupun areal usaha yang terus 
berlangsung hingga saat ini seolah tidak 
pernah berhenti. Pembangunan apartemen-
apartemen, pusat perdagangan dan bisnis 
atau fasilitas-fasilitas sarana pendukung 
infrastruktur lainnya seperti sarana jalan, 
Rumah Sakit, dan pusat Pendidikan pada 
akhirnya membutuhkan penyediaan energi 
serta air bersih, maka sebaliknya sebagai 
konsekuensi dari adanya berbagai aktivitas 
masyarakat tersebut jumlah kebutuhan air 
bertambah demikian juga buangan air limbah 
yang akan dihasilkan juga akan meningkat. 

Limbah cair, padat dan gas yang diproduksi 
oleh segala kegiatan manusia ini semakin 
lama menjadi terasa sebagai masalah baru 
yang seolah tidak akan terpecahkan, bahkan 
semakin berat karena terus terakumulasi dan 
kemudian secara tidak sengaja mengganggu 
sistem hidrologis dan tatanan infrastruktur 
khususnya infrastruktur sumber daya air 
yang telah terbangun sebelumnya yang 
kemudian daripada itu mengalami kelebihan 
beban dan pada akhirnya drainase tidak dapat 
menampung kapasitas berlebih.

2. Kondisi Topografi

Topografi atau studi bentuk permukaan 
lahan bumi dan ini merupakan salah satu 
indikator yang juga menentukan tingkat 
kerawanan banjir suatu wilayah dimana 
elemen topografi sangat mempengaruhi 
kemampuan pemanfaatan lahan dan 
jaringan drainase. Selain itu kemiringan 

lereng juga merupakan salah satu indikator 
tingkat potensi banjir suatu wilayah dimana 
kemiringan lereng mempengaruhi jumlah dan 
kecepatan limpasan permukaan, kemampuan 
pemanfaatan lahan, dan tingkat erosi. 

Semakin landai kemiringan lereng, maka aliran 
limpasan permukaan akan menjadi lambat 
dan terdapat kemungkinan terjadi genangan 
atau banjir. Sedangkan pada lahan dengan 
kemiringan lereng curam, aliran limpasan 
permukaan akan lebih cepat sehingga air 
hujan yang jatuh akan langsung dialirkan 
dan mengurangi resiko banjir pada wilayah 
tersebut. Selain memperbesar jumlah aliran 
limpasan permukaan, semakin curamnya 
lereng juga memperbesar energi angkut air, 
hal ini menunjukkan kelandaian lahan sangat 
mempengaruhi timbulnya banjir, terutama 
pada lokasi dengan kemiringan rendah seperti 
kota-kota pantai.

Gambar 2. Skematik topografi lahan
Sumber: Journal of American Science, 2011 (atas) Britannica.
com (bawah)

Sorot
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3. Resapan Air

Kawasan resapan air adalah wilayah yang 
mempunyai kemampuan tinggi untuk 
meresapkan air hujan sehingga merupakan 
tempat pengisian air bumi yang berguna 
sebagai sumber air dan sebagai pengontrol 
tata air permukaan serta ini merupakan 
tempat parkirnya air. 

Sebagaimana kita ketahui ada beberapa 
upaya Pemerintah yang sering digalakan 
dalam rangka adaptasi kebutuhan ruang 
resapan air tanah melalui pembangunan 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan memelihara 
sepadan sungai atau sepadan danau sehingga 
hal ini dapat mengurangi lajunya aliran run 
off yang berlebih, namun karena adanya 
tekanan kebutuhan ruang sebagai tempat 
hidup dan aktifitas manusia pada akhirnya 
kita cenderung mengindahkan hal tersebut 
dimana banyak kita jumpai rumah tidak layak 
huni di pinggiran sungai yang mengambil 
ruang sepadan sungai tersebut serta adanya 
alih fungsi kawasan resapan air lainnya untuk 
menjadi bangunan atau gedung rumah bahkan 
kantor atau pusat bisnis dan perniagaan. 

Disamping itu juga, sering kita lihat dibeberapa 
kawasan yang aliran air drainasi primer 
maupun sekunder tidak berfungsi optimal 
dikarenakan badan air tertutup oleh sampah 
sisa-siasa aktifitas manusia dan sedimentasi, 

ini telah menjadi sorotan kita bersama 
sejak lama dikarenakan masih adanya sikap 
segelintir orang yang menjadikan sungai 
merupakan tempat pembuangan sampah.

4. Tutupan Hutan

Sebagaimana kita ketahui Indonesia 
merupakan sebuah negara besar yang 
memiliki luas daratan 191.357.900 Ha dan 
atau sekitar 50 persen dari luas daratannya 
sebagai Kawasan Hutan. Hutan Indonesia 
memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan 
endemisitas yang sangat tinggi serta hutan 
memiliki peran penting dalam perlindungan 
daya dukung lingkungan hidup selain 
mencegah banjir, hutan juga memiliki peranan 
mengendalikan erosi serta hutan juga dapat 
mencegah intrusi air laut. 

Hal ini disebabkan beberapa pesisir pantai 
Indonesia ditumbuhi berbagai Tumbuhan 
Hutan Mangrove yang sekaligus mencegah 
terjadinya abrasi; serta menjaga kesuburan 
tanah. Selain hal tersebut di atasa hutan juga 
memiliki fungsi menyediakan persediaan 
makanan yang memadai, dan juga energi 
untuk kehidupan manusia dan plasma nutfah 
untuk penggunaan pada waktu yang akan 
datang. 
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Menyikapi hal tersebut Pemerintah Indonesia 
telah secara serius upaya mengurangi 
perubahan hutan menjadi non hutan serta 
sekaligus memperbaiki fungsi hutan, dimana 
mengacu data Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Hutan (KLHK) yang dihimpun 
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 
serta pemantauan citra satelit Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 
luas lahan Hutan Indonesia pada 2020 
diketahui sebesar 94,1 juta hektar atau 4,9% 
persen dari total daratan Indonesia sebesar 
191.3 Juta Ha. 

Selanjutnya  penulis mencoba menganalisa 
dari data hasil BPS 2020 dimana diperkirakan 
sejak 2014 luas hutan yang sebesar 9.840.900 
Ha kemudian menjadi 9.410.900 sesuai data 
BPS tanggal 7 desember 2020, ini artinya 
dari tahun 2014 hingga tahun 2020 telah 
terjadi penurunan luas hutan hanya sekitar 
-4% (-429,980 Ha) dan ini kami anggap telah 
berhasil mengurangi kerusakan lingkungan 
serta pencegahan banjir besar di Indonesia.

5. Curah Hujan Tinggi

Beberapa tahun terakhir kita juga sering 
dihadapi oleh adanya musim hujan yang 

berkepanjangan, dimana terjadinya Curah 
hujan dengan intensitas yang tinggi (umumnya 
melebihi 100 mm per hari) dan dalam waktu 
yang cukup lama kerap kali berkontribusi 
terhadap terjadinya banjir di Indonesia. Secara 
empiris dimana menurut analisa dari hasil 
data BPS dari tahun 2011 hingga 2015 curah 
hujan tinggi (2000 - 3000 mm/tahun) terjadi di 
Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, 
DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Kalbar, Kalteng, 
Kaltim, Kalsel, Kaltara, Sulawesi Selatan, dan 
Papua Barat serta terkategorikan Curah Hujan 
Rendah (< 1000 mm/tahun) yang terjadi di 
Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, 
dan Maluku Utara sementara Provinsi lainnya 
dikategorikan menangah (1000 - 2000 mm/
tahun).  

6. Tata Kelola DAS

Keberhasilan Pemerintah untuk mengurangi 
banjir masih memiliki pekerjaan rumah 
yang masih banyak diantaranya perlunya 
secara serius melakukan Tata Kelola Daerah 
Aliran Sungai dengan melibatkan unsur 
Pemerintah Pusat (antar K/L), Pemerintah 
Daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten, 
dan Kota. Selanjutnya pengelolaan DAS ini 
menjadi sangat penting mengingat terkadang 

Sorot

Gambar 4. Peta Sebaran dan Luasan Hutan Indonesia
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1 kawasan DAS bisa melibatkan 2 atau lebih 
provinsi contohnya DAS Citarum yaitu Provinsi 
DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat termasuk 
upaya pelibatan Pemerintah Kab dan Kota 
disekitar DAS Citarum yaitu Kota Jakarta, 
Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Cimahi serta 
beberapa Kabupaten lainnya. 

Berkenaan dengan contoh tersebut maka 
salah satu pendekatan penyelesaian Tata 
Kelola DAS adalah melalui kesepakatan 
penggunaan ruang dimana pengendalian tata 
ruang sebagai jaminan penggunaan ruang bisa 
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup perlu segera diterapkan 
terkait adanya sanksi bagi pelanggaran tata 
ruang. Sebagai contoh terkait banjir baru-baru 
saja ini di Kota Bekasi Kementerian PUPR 
telah berkolaborasi dengan Kementerian ATR 
dan Pemerintah Kota Bekasi dimana banjir 
diakibatkan oleh adanya pihak swasta yang 
dengan sengaja mempersempit Segmen 
Kalimalang yang merupakan bagian dari 
Sungai Cakung dan ini merupakan sungai 
dalam pengelolaan Balai Wilayah Sungai 
Ciliwung-Cisadane Ditjen SDA Kementerian 
PUPR.

Hasil analisa sementara Kementerian ATR 
dimana banjir tersebut diperkirakan juga 
terjadi karena adanya penyempitan yang 
dilakukan oleh pihak swasta dengan tidak 
memperhatikan tata ruang serta mematuhi 
ketentuan perizinan. 

Ini merupakan bukti nyata dimana Rencana 
Tata Ruang belum dapat dipahami mengingat 
sering terjadinya perubahan ruang 
termasuk mengganggu fungsi drainase 
yang menyebabkan kondisi hidrologis 
tanah terganggu. Dengan melihat contoh 
kasus tersebut Kementerian PUPR sangat 
terbantu dalam hal upaya pengelolaan banjir 
yang dikarenakan Kementerian ATR telah 
melakukan tindakan penyelidikan penyebab 
banjir sekaligus menerapkan sanksi bagi pihak 
swasta yang menganggu fungsi kawasan serta 
merusak aset infrastruktur PUPR.

Dengan melihat data-data di atas kita dapat 
merasakan bahwa peran Kementerian PUPR 
sangat vital untuk menyelesaikan masalah 

banjir dalam rangka penyediaan infrastruktur 
PUPR untuk mitigasi dan adaptasi bencana 
banjir. 

Kementerian PUPR telah menerapkan 
beberapa rekayasa untuk penataan sepadan 
sungai atau danau, pengerukan sedimentasi 
sungai, menerapkan kepedulian terhadap 
arti pentingnya air agar dikelola dengan baik 
melalui prinsip 3R, serta rekayasa hidrologi 
dengan membangun embung, bendungan, 
dan polder dan juga penerapan early warning 
system sebagai upaya pendekatan   era 
4.0. Sebagai contoh dapat kami sampaikan 
informasi pembangunan infrastruktur PUPR 
dalam hal penanganan banjir yaitu :

1. Kolam Retensi Andir dan Polder-Polder 
Sungai Citarum

Gambar 5. Progress Pembangunan Kolam Retensi Andir
Sumber: Media (detik.com)

Kolam Retensi Andir dibangun di Jalan 
Katapang Andir, Kecamatan Baleendah, 
Kabupaten Bandung. Fasilitas ini dibangun 
kementerian PUPR sebagai sarana pengendali 
banjir luapan Sungai Citarum dimana Kolam 
retensi Andir dibangun di lahan seluas 4,85 
hektare dengan luas daerah tangkapan 
air (catchment area) 148,78 hektare, luas 
genangan 2,75 hektare, serta volume 
tampungan hingga 137,500 meter kubik 
dan dirancang untuk mampu menampung 
genangan banjir di wilayah Dayeuhkolot dan 
Baleendah. Sejalan dengan hal tersebut, turut 
dibangun lima polder guna meminimalisir 
dampak banjir yang kerap terjadi, yakni 
a. Polder Cipalasari-1 dengan catchment area 
seluas 29,79 hektare dan volume tampungan 
1.125 meter kubik; 
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b. Polder Cipalasari- 2 (catchment area 11,79 
hektare dan volume 1.125 meter kubik); 
c. Polder Cijambe Barat (catchment area 78,20 
hektare dan volume 1.125 meter kubik); 
d. Polder Cijambe Timur (catchment area 
58,60 hektare dan volume 1.125 meter kubik); 
serta 
e. Polder Cisangkuy (catchment area 7,85 
hektare dan volume 450 meter kubik)

2. Penyelesaian Bendungan Ciawi dan 
Sukamahi

Gambar 6. Progress Pembangunan Bendungan Ciawi (kiri) dan 
Bendungan Sukamahi (kanan)

Sumber: PUPR, 2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane 
saat ini sedang menyelesaikan pembangunan 
dua bendungan kering (dry-dam), yakni 
Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten 
Bogor. Kedua bendungan ini merupakan 

bagian dari rencana induk pengendalian banjir 
(flood control) Jakarta.

Secara fungsi, Kedua bendungan ini didesain 
untuk mengurangi debit banjir yang akan 
masuk ke Jakarta dengan menahan aliran 
air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango 
sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang 
kemudian dialirkan ke Sungai Ciliwung.

3. NCICD/Tanggul Laut Semarang

Dalam dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—
2024, pengamanan pesisir pantura mencakup 
lima wilayah perkotaan, yaitu Jakarta, 
Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon. 
NCICD (National Capital Integrated Coastal 
Development) / Tanggul Laut mencakup 
Pembangunan sebuah tanggul raksasa di 
bagian utara dari pulau jawa sebagai cara 
untuk melindungi kota-kota pesisir pulau jawa 
dari banjir. 

Gambar 7. Tanggul Laut Semarang

Sumber: PUPR, 2020

Pembangunan tanggul laut kota Semarang 
terintegrasi dengan proyek jalan tol 
Semarang-Demak. Proyek tol sepanjang 27 
kilometer ini direncanakan berfungsi sebagai 
tanggul laut di pantai utara Kota Semarang, 
mulai dari wilayah Kaligawe hingga Kali 
Sayung di Kabupaten Demak, sehingga dapat 
menanggulangi banjir dan rob Kota Semarang 
sekaligus mengurai kemacetan Semarang-
Demak.

Dan selanjutnya perlu momentum agar 
Kementerian PUPR perlu mendorong 

Sorot
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keterpaduan dengan menyasar target 
Renstra K/L lainnya bahkan menuntaskan 
target RPJMN  2020 - 2024 dalam rangka 
menciptakan pembangunan infrastruktur 
PUPR untuk menciptakan pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan. 

Dengan hadirnya BPIW dalam Kementerian 
PUPR, maka selanjutnya BPIW telah 
menyiapkan mekanisme kolaboratif 
Kementerian PUPR dengan K/L lainnya 
termasuk Pemerintah Daerah dan Dunia 
Usaha untuk sama-sama berperan aktif 
dalam rangka penyelesaian masalah 
kebutuhan prioritas dan keterpaduan 
pembangunan infrastruktur PUPR  melalui 

forum Rakorbangwil (Rapat Koordinasi 
Pengembangan Wilayah) termasuk  dalam 
hal upaya penanganan  banjir sebagaimana 
gambaran informasi di atas. 

Rakorbangwil ini merupakan Hulu 
Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur 
PUPR yang kemudian menjadi agenda 
tahunan. Dari hasil Rakorbangwil tersebut, 
yang kemudian dilanjutkan melalui 
pembahasan forum Konreg atas inisiasi Setjen 
Kementerian PUPR, BPIW bersama Ditjen 
SDA, Ditjen BM, Ditjen CK, dan Ditjen PP telah 
menyepakati beberapa program utama untuk 
dapat ditangani tahun 2022 dalam rangka 
adaptasi dan mitigasi bencana banjir.

Gambar 8. Peta Sebaran Pembangunan Infrastruktur Terkait Penanganan Banjir Untuk Kegiatan 2022
Sumber: Konreg PUPR, 2021

Bangunan pengen-
dalian banjir

Pembangunan Dam/
Bendungan/Pengaman 
pantai

Penanganan banjir 
sungai/kali/drainase 
perkotaan
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Kerabat Perencana

Oleh : Surinta B. Sembiring ( Perencana Madya – BPK, LIPI ) 

EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN 
KOMISARIAT AP2I 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 
INDONESIA (LIPI)

PENDAHULUAN
Paradigma baru perubahan dari Comfort 
Zone (zona nyaman) ke Competitive 
Zone (zona kompetitif) mendorong 
terbangunnya profesionalitas bidang 
kepakaran seseorang. Sejalan dengan 
itu, di era pemberlakuan Undang-
undang Aparatur Sipil Negara (ASN), 
cita-cita luhur Pegawai Negeri Sipil 
adalah mewujudkan ASN yang memiliki 
integritas, profesional, melayani dan 
sejahtera. Undang-undang No. 5 tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara(UU 
ASN) telah menciptakan terobosan politik 
yang mendasar di dalam pelaksanaan 

manajemen ASN. Melalui UU tersebut, 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) diposisikan 
sebagai profesi yang sekaligus menjadi 
pionir pelaksanaan reformasi birokrasi 
melalui kemampuan mengelola lembaga 
pemerintah secara profesional. Ada 
empat hal penting yang perlu diperhatikan 
dalam membentuk jiwa profesionalitas, 
yaitu: (1) bekerja berdasarkan kompetensi 
dan knowledge base yang sangat spesifik, 
(2) memiliki ekspertise atau keahlian 
tertentu, (3) memiliki organisasi profesi, 
dan (4) memiliki dan menerapkan kode 
etik profesi. 

Sumber:  : Istimewa
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Khususnya dalam penguatan jabatan 
fungsional, standarisasi kompetensi penting 
dilakukan berkenaan dengan tindakan 
cerdas yang penuh tanggungjawab sehingga 
mampu melaksanakan tugas-tugas di bidang 
pekerjaan tertentu. Atas dasar itu maka pejabat 
fungsional dituntut agar memiliki kemampuan 
kinerja intelektual yang profesional. Untuk 
melaksanakan tugas-tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya maka unsur kolektifitas 
dan sinergitas diantara para profesional perlu 
dihimpun dan dibuatkan wadah organisasi 
profesinya. 

Misalnya dalam Jabatan Fungsional Perencana, 
dibentuklah Asosiasi Perencana Pemerintah 
Indonesia (AP2I). Wadah atau organisasi 
semacam ini tidak hanya sekedar melindungi 
kepentingan anggotanya saja, akan tetapi dapat 
digunakan juga sebagai sarana meningkatkan 
profesionalitas anggotanya agar memiliki 
kecakapan dan keluasaan pemahaman sesuai 
dengan bidang atau tanggung jawab yang 
dibebankannya. 

AP2I menurut catatan Guspika (2012)1 
dideklarasikan pada 6 Desember 2005 
melalui diskusi yang bertajuk “Peran Asosiasi 
Profesi dalam meningkatkan Profesionalitas 
Perencana Pemerintah”. Pembentukan 
Organisasi profesi AP2I  ini dimaksudkan untuk 
dijadikan sebagai mitra strategis Kementerian 
PPN/Bappenas yang oleh pemerintah 
menjadi instansi Pembina Jabatan Fungsional 
Perencana. Seperti diketahui bahwa AP2I 
lahir dengan semangat untuk membangun 
profesionalitas perencana baik di tingkat pusat 
maupun di daerah. 

Sesuai dengan amanah yang tertulis di dalam 
Anggaran Dasar Pasal 10, AP2I berfungsi 
sebagai wadah dan wahana komunikasi, 
informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi 
dan advokasi Perencana, antara Perencana dan 
pemerintah; Perencana dan pemangku jabatan 
struktural; dan diantara para Perencana, 

1. Guspika 2012. Pandangan Ketua Umum Ap2I 
Nasional. Majalah Simpul Perencana. Volume 18. 
Tahun 9. Agustus 2012. ISSN 1693-4229. Pusat 
Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana 
(PUSBINDIKLATREN BAPPENAS).

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
tugas-tugas perencanaan dalam rangka 
membentuk Perencana yang professional 2.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 
adalah salah satu Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian yang diberi tugas untuk 
melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan 
hukum yang terkait dengan kompetensi dan 
profesionalitas Jabatan Fungsional Perencana 
(JFP), LIPI menjadi salah satu bagian “plasma” 
yang berbentuk komisariat.

AP2I KOMISARIAT LIPI DALAM MENUNJANG 
KINERJA LEMBAGA.

LIPI adalah satu-satunya institusi pemerintah 
yang memiliki sejarah panjang, dalam bidang 
pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. 
Eksistensi LIPI saat ini diatur berdasarkan 
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara, yang dijabarkan lebih lanjut dalam 
Perpres no 145/2015 tentang Perubahan 
Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 

Bahkan, sejak program reposisi dan revitalisasi 
fungsi pada tahun 2001 tersebut, kiprah LIPI  di 
tingkat nasional maupun internasional terus 
meningkat. Peran tersebut sangat beragam, 
mulai dari penyusunan undang-undang, 
kewenangan ilmiah, pembinaan ilmiah maupun 
kewenangan teknis terkait lainnya. Keseluruhan 
peran tersebut didukung oleh kompetensi 
keilmuwan yang dimiliki LIPI (scientific 
competence) yang bersifat strategis dalam 
tataran kepentingan nasional, sehingga secara 
kelembagaan berfungsi untuk melakukan: (1) 
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional 
di bidang penelitian ilmu pengetahuan; (2) 
Penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat 
dasar; (3) Penyelenggaraan riset inter dan 
multi disiplin terfokus; (4) Pemantauan, 

2 https://ap2inasional.wordpress.com/ad-art/ di akses 
tanggal 1 April 2019

https://ap2inasional.wordpress.com/ad-art/
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evaluasi kemajuan, dan penelaahan 
kecenderungan iptek; (5) Koordinasi kegiatan 
fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI; (6) 
Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan 
instansi pemerintah di bidang penelitian 
ilmu pengetahuan; dan (7) Penyelenggaraan 
pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Sebagai lembaga litbang non-Kementrian, 
LIPI mengedepankan pada pelayanan publik 
berdasarkan pada nilai-nilai yang rasional, 
konsisten, dan bertanggung jawab. Terkait 
dengan fungsi LIPI tersebut, secara konsisten 
akan berfokus pada peningkatan kemampuan 
Iptek, yang didukung sumber daya manusia 
(SDM) yang profesional yang mampu 
menangkap isu-isu strategis berkenaan 
dengan persoalan pembangunan bangsa 
Indonesia (Renstra LIPI 2015-2019). 

Hingga saat ini tersedia selain Jabatan 
Fungsional Peneliti, terdapat sekitar 11 
Jabatan Fungsional lain yang mendukung 
berjalannya kegiatan riset tersebut. Satu 
diantara 11 Jabatan Fungsional lain itu 
adalah Jabatan Fungsional Perencana 
yang ditugaskan untuk mewujudkan 2 (dua) 
sasaran strategis LIPI yaitu: (1) Meningkatnya 
kontribusi LIPI terhadap daya saing bangsa 
berbasis hasil-hasil riset dan (2) Terwujudnya 

tata kelola permerintahan. 
Untuk menjembatani dan 
memfasilitasi tugas-tugas yang 
diberikan oleh pimpinan, maka 
dibentuklah Komisariat AP2I LIPI 
yang berfungsi sebagai wadah 
bagi seluruh warga ASN yang 
berprofesi sebagai Perencana. 
Hingga tahun 2019 tercatat tidak 
kurang dari 63 tenaga Fungsional 
Perencana yang tersebar di 21 
Satuan Kerja setingkat Eselon 
II dan Eselon III di lingkungan 
LIPI. Dari total tersebut, 14 orang 
diantaranya berstatus sebagai 
Fungsional Perencana Madya 
(terdiri atas 1 orang Golongan 
IV/c, 5 orang Golongan IV/b, 8 
orang Golongan IV/a); kemudian 
26 orang sebagai Fungsional 
Perencana Muda (terdiri atas 14 

orang Golongan III/d, 12 orang Golongan III/c); 
dan 23 orang sebagai Fungsional Perencana 
Pertama (terdiri atas 17 orang Golongan III/b, 
6 orang Golongan III/a). Seluruh anggota 
diarahkan untuk menjadi penggerak yang 
mampu menjalankan nilai-nilai yang nyata 
dalam perencanaan di berbagai tingkatan dan 
lingkup Satuan Kerja di lingkungan LIPI.

Secara berturut-turut para perencana yang 
tergabung dalam Komisariat AP2I LIPI ikut 
berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi yang telah dimulai sejak 
periode 2010-2014 hingga periode 2015-2019. 
Sasaran strategis utama yang ingin diwujudkan 
adalah upaya meningkatkan kualitas birokrasi 
dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 
mendukung peningkatan daya saing dan kinerja 
pembangunan nasional di berbagai bidang, 
yaitu mewujudkan (1) kelembagaan birokrasi 
yang efektif dan efisien; (2) meningkatkan 
kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi; 
(3) diimplementasikan-nya UU Aparatur Sipil 
Negara secara konsisten; serta meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. 

Hasil yang nyata dari sisi kelembagaan 
yang efektif dan efisien dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanan publik 
adalah ditetapkannya Peraturan Kepala LIPI 

Kerabat Perencana
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No. 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja LIPI. Walaupun dalam implementasi 
restrukturisasi organisasi baru pada struktur 
organik (Eselon I dan II). Sedangkan organisasi 
mekanistik (Unit Pelayanan Teknis, UPT) 
belum direstrukturisasi dan masih mengacu 
pada peraturan sebelumnya. 

Organisasi mekanistik (UPT) yang dimiliki 
LIPI saat ini sedang dalam tahap evaluasi dan 
penataan kembali, untuk kemudian diusulkan 
kepada Kementerian Pendayaguaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Sementara itu dalam Laporan Kinerja nya 
LIPI tahun 2018 (tahun keempat pelaksanaan 
Renstra LIPI 2015-2019) hampir semua 
indikator kinerja memenuhi target yang telah 
ditetapkan dengan nilai rata-rata capaian 
LIPI keseluruhan sebesar 105,08 % (Laporan 
Kinerja LIPI 2018)3. 

Pada akhirnya para Perencana di lingkungan 
LIPI dapat semakin dirasakan keberadaan dan 
manfaatnya melalui dukungan manajemen 
dan pelaksanaan teknis dalam Pengembangan 
Organisasi dan SDM melalui: (1) Perencanaan, 
pembinaan, dan manajemen kepegawaian, 
(2) Perencanaan, Penganggaran, Verifikasi 
dan Perbendaharaan; (3) Penatausahaan, 
Pengadaan, Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana, (4) Peningkatan Pengawasan Audit 
dan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

PENUTUP
Pengelolaan negara dalam konteks 
perencanaan pembangunan berbasis Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) tentu 
tidak lepas dari suatu sistem perencanaan 
pembangunan dimana didalamnya terdapat 
Sumber Daya Manusia, termasuk Sumber 
Daya Manusia yang berprofesi sebagai 
Perencana. Mengingat semakin pentingnya 
Iptek dalam perencanaan pembangunan 
dimasa mendatang, salah satu upaya adalah 
meningkatkan kualitas SDM Perencana yang 

3. Laporan LIPI.2018. Laporan Kinerja LIPI 2018. 
Katalog dalam Terbitan (KDT) Laporan Kinerja (LKj) 
Instansi Pemerintah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2018 / 
LIPI – Jakarta : LIPI, 2018

profesional yang berpijak pada pedoman 
kebijakan Jabatan Fungsional Perencana 
(JFP). 

Sebagai dasar hukumnya Menteri Negara 
PendayagunaanAparatur Negara (Menpan) 
mengeluarkan Permenpan RB no. 4 tahun 
2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana 
dan Penetapan Angka Kreditnya. Jabatan 
Fungsional Perencana ditujukan bagi PNS 
yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan 
daerah termasuk ASN di lingkungan LIPI yang 
memiliki tugas perencanaan yang mendukung 
kinerja LIPI dalammenyusun rencana tahunan, 
lima tahunan dan rencana jangka panjang. 

Dengan demikian, ke depan peran Komisariat 
AP2I LIPI perlu mendorong anggotanya 
untuk menempatkan posisinya dalam: (1) 
proses penyusunan rencana penelitian 
dan pengembangan; (2) proses penetapan 
rencana penelitian dan pengembangan; (3) 
proses pengendalian pelaksanaan rencana 
penelitian dan pengembangan; dan (4) proses 
evaluasi pelaksanaan rencana penelitian dan 
pengembangan. Untuk itu Komisariat AP2I LIPI 
sebagai wadah Jabatan Fungsional Perencana 
(JFP) diharapkan mampu “menggairahkan” 
anggotanya dalam meniti karir kepangkatannya 
dan berupaya meningkatkan kompetensi 
melalui kiprah dan kontribusinya dalam 
perencanaan pembangunan nasional yang 
telah diterjemahkan dalam visi, misi dan 
tupoksi LIPI.

Sumber:
1. UU no. 5 /2014 tentang ASN 
2. UU no. 39 th 2008 tentang kementerian 

negara
3. Perpres no 145/2015 tentang Perubahan 

Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 
103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian

4. Peraturan Kepala LIPI no. 1/ 2019 Tentang
    Organisasi Dan  Tata Kerja Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia
5 . Permenpan RB no. 4/2020 Tentang Jabatan 

Fungsional Perencana.
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Keberadaan infrastruktur akan mendorong 
terjadinya peningkatan produktivitas, efisiensi 

dan daya saing industri, serta perekonomian 
nasional. Kebijakan pembangunan infrastruktur 
perlu mendapatkan dukungan dari berbagai 
pihak. Ketersediaan infrastruktur yang baik 
merupakan mesin utama pendorong investasi, 
pemacu pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan 
hasil pembangunan.

Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan 
salah satu hambatan utama dalam perbaikan 
iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu 
ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting 
dalam memperlancar aktivitas perdagangan 
dan investasi. Perhatian terhadap perbaikan 
infrastruktur dinilai penting untuk mengatasi 
kesenjangan pembangunan ekonomi antarnegara 
– negara di Asia dan juga mempercepat integrasi 
perekonomian Asia.

Review

Dukungan Infrastruktur 
dalam Pembangunan 
Ekonomi Indonesia
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Buku ini disusun oleh seorang Peneliti 
Kebijakan Publik pada pusat Pengkajian, 
Pengolahan Data, dan Informasi DPR RI. Tema 
utama buku ini adalah pentingnya menjaga 
konsistensi kebijakan oleh pemerintah, 
terkait pembangunan infrastruktur melalui 
Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 
yang dilakukan pemerintah sebelumnya. 

Buku ini disusun dalam lima bab. Bab 1 
pendahuluan menceritakan tentang tantangan 
dalam percepatan pembangunan. Bab 2 
mengulas mengenai konsep perencanaan 
dalam perekonomian. Bab 3 membahas 
implementasi MP3EI Nasional. Bab 4 
membahas mengenai bagaimana percepatan 
dan arah pembangunan infrastruktur 
kaitannya dengan Era Nawa Cita. Dalam bab 

ini juga dibahas secara khusus mengenai 
infrastruktur kelautan di Indonesia. Terakhir 
bab 5 membicarakaan soal bagaimana 
keberlanjutan pengembangan infrastruktur 
dalam kerangka MP3EI. Ddalam bab 5 ini 
diangkat dua provinsi sebagai studi kasus, 
yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa 
Tenggara Timur.

Penulisan buku ini bertujuan untuk 
memperoleh gambaran mengenai bagaimana 
proses pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur melalui program MP3EI, dan 
permasalahan yang dihadapi. serta kelanjutan 
pembangunan infrastruktur setelah 
pemerintahan baru. Buku ini diharapkan akan 
dapat bermanfaat baik secara praktis ataupun 
akademis. (Mutri)

Sumber: ShutterstockPerkembangan Infrastruktur mendukung percepatan pertumbuhan Ekonomi
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Proyeksi tersebut nantinya masih perlu 
dievaluasi kembali, mengingat dengan adanya 
kondisi Pandemi Covid 19, pertumbuhan 
ekonomi sepanjang tahun 2020 pertumbuhan 
ekonomi diperkirakan sebesar minus 2,2% 
year on year (yoy) hingga minus 1,7% yoy 
(Santoso, 2020) sehingga perlu adanya 
refocusing anggaran terutama untuk sektor 
Kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca 
Covid 19.

Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, 
pemerintah berupaya untuk mengganti 
motor penggerak perekonomian dari 
yang sebelumnya bergantung dari sektor 
konsumsi dan ekspor komoditas menjadi 
pertumbuhan berbasis investasi dan 
pengeluaran pemerintah. Sektor infrastruktur 
diharapkan menjadi salah satu pengeluaran 
pemerintah yang dapat memberikan dampak 

ekonomi masyarakat secara cepat dan 
langsung melalui program padat karya. 
Dengan berbagai dinamika kondisi tersebut 
maka dibutuhkan mekanisme dan sumber 
pembiyaan alternatif sektor infrastruktur 
yang kreatif agar terpenuhinya kebutuhan 
infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat 
sekaligus dapat membantu pemulihan 
ekonomi pasca Covid-19.

Potensi pembiayaan infrastruktur kreatif 

Pada era ini otomatisasi yang terintegrasi 
dengan internet menjadi kata kunci dalam 
semua kegiatan perekonomian di dunia. 
Kondisi otomatisasi dan era digital teknologi 
yang terintegrasi dengan internet merupakan 
awal dimulainya era industry 4.0 yang akan 
memberikan dampak positif dari sisi ekonomi 
dan industri. Dari sektor ekonomi kecepatan 
dalam mengakses informasi dan pertukaran 

Proyeksi anggaran APBN 2020-2024  hanya dapat menopang sebagian kebutuhan 
pendanaan proyek infrastruktur PUPR di Indonesia. Proyeksinya, kemampuan APBN 

hanya dapat menutupi 43 % atau sekitar Rp 887 triliun dari total kebutuhan anggaran 
untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun (Kementerian PUPR, 2020). 
Di luar kemampuan APBN tersebut diharapkan kebutuhan pendanaan infrastruktur 
PUPR dikontribusikan oleh investasi sektor swasta khususnya untuk pembangunan 
jalan tol dan alternatif pembiayaan lainnya.

Crowdfunding Sebagai 
Alternatif Mengurangi 
Gap Pembiayaan 
Infrastruktur PUPR
Oleh: 
Aji Noor Muhamamad, ST, MT
Penata Ruang Ahli Muda
Subkoordinator Pelaksana Tugas Pengembangan Infrastruktur
Wilayah Riau dan Sumatera Barat, Bidang Pengembangan 
Infrastruktur Wilayah IA
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I
BPIW Kementerian PUPR 

Serba-Serbi
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data merupakan hal yang sangat membantu 
dalam proses transaksi dan transparansi 
di bidang keuangan. Penerapan teknologi 
informasi dibidang keuangan atau yang dikenal 
dengan financial technology sangat membantu 
gaya hidup sosial yang dulu berbasis manual 
dan membutuhkan waktu yang lama dalam 
proses transaksi serta pertukaran data 
informasi menjadi serba otomatis, bisa 
dilakukan hanya sekian menit saja dan tidak 
membutuhkan waktu yang lama (Nugroho, 
2019). 

Contoh platform fintech yang ada di Indonesia 
(Thennia, 2019)

Di sisi lain, pada masa pandemi ini Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa 
simpanan masyarakat pada 109 bank umum 
per Desember 2020 mengalami kenaikan 
sebesar 10,86 persen (yoy) dibandingkan 
dengan periode yang sama pada tahun 
sebelumnya menjadi Rp 6.737 triliun (Alfi, 
2021). Padahal disampaikan sebelumnya 
bahwa dibutuhkan investasi padat karya untuk 
dapat mempercepat pemulihan ekonomi 
masyarakat pasca Covid-19. Berarti ada 
peluang alternatif pembiayaan infrastruktur 
dengan memanfaatkan dana di masyarakat 
melalui mekanisme yang akuntabel, praktis, 
dan kreatif untuk pemilihan ekonomi 
masyarakat dengan memanfaatkan teknologi 
digital sesuai dengan trand saat ini.

Mekanisme Crowdfunding Dalam Pembiayaan 
Infrastruktur

Saat ini, telah banyak berbagai produk dari 
Financial Technology (Fintech) didesain untuk 
mempermudah masyarakat untuk mengakses 
produk dari Fintech tersebut baik berupa 
pinjaman, penghimpunan dana secara kolektif, 
pembayaran online, permodalan, investasi dan 
produk fintech lainnya. Penghimpunan dana 
secara kolektif atau crowdfunding merupakan 
salah satu produk fintech yang memberikan 
solutif dalam mengatasi kesulitan ekonomi 

dalam hal permodalan 
untuk membangun dan 
mengembangkan usaha. 

Dengan adanya 
perkembangan teknologi 
yang cepat dan kemudahan 
dalam mengakses informasi, 
pertukaran data serta 
transaksi via internet 
mampu membuat platform 
crowdfunding lebih cepat 
berkembang dan dikenal 
luas oleh masyarakat. 
Hal ini mungkin saja 
dapat menjadi alternatif 
mekanisme pendanaan bagi 

pembangunan infrastruktur untuk membantu 
mengatasi gap antara kebutuhan pendanaan 
dan ketersediaan alokasi yang dapat didanai 
oleh Pemerintah.

Gagasan mengenai alternatif sumber 
pembiayaan infrastruktur dengan mekanisme 
crowdfunding melalui platfotm digital pernah 
dikemukakan penulis bersama dengan rekan-
rekan kelompok (Bramantiyo Marjuki-Setjen, 
Aji Widyatmoko-Ditjen SDA, Perwira Manggala 
W-Ditjen BM, dan Aji Noor M-BPIW) pada 
saat proses seleksi Pegawai Muda Teladan 
PUPR Tahun 2020 dengan judul proposal 
INIS-GO (Investasi Infrastruktur-Great 
Optimization). Inis-GO merupakan gagasan 
untuk menawarkan alternatif mekanisme 
pembiayaan infrastruktur PUPR dengan 
menghimpun dana dari swasta/masyarakat 
menggunakan platform digital.
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Presentasi Proposal Kelompok, Seleksi Pegawai 
Muda Teladan PUPR 2020  (penulis dan kelompok)

Halaman muka (user interface) Inis-GO, 
verifikasi register bagi pengguna baru atau 
login bagi pengguna yang sudah mendaftar 
dan telah terverifikasi.

Halaman pengguna, berisi informasi profil 
portofolio investasi, informasi proyek 
infrastruktur terbaru yang ditawarkan 
kepada pengguna.

Halaman daftar proyek, berisi daftar singkat 
proyek infrastruktur yang memungkinkan 
untuk dilakukan investasi beserta informasi 
singkat mengenai profil proyek tersebut.
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Pada dasarnya konsep crowdfunding yang 
ditawarkan merupakan transformatif dari 
model bisnis yang sudah ada dan dapat 
diintegrasikan ke dalam empat model, yaitu: 
(a) Donation Based, Crowdfunding ini digunakan 
untuk proyek atau program bersifat non-profit, 
yang berinisiatif sosial dan amal menurut ( 
Hossain, 2017). Hal ini para penyandang tidak 
mengharapkan keuntungan, tetapi umumnya 
mereka akan memperoleh imbalan dalam 
bentuk jasa atau barang dari aksi donasi yang 
mereka lakukan (Forbes & Schaefer, 2017). 

Contoh: program pembangunan taman kota/
RTH. (b) Reward based, Proyek atau program 
yang memberikan penawaran berupa imbalan 
berupa barang, jasa atau sebuah hak, dalam 
hal ini bukan memberikan keuntungan dari 
proyek tersebut. 

Biasanya crowdfunding jenis ini misalnya 
proyek pembangunan rumah susun sewa 
(rusunawa) yang nantinya investor bs memiliki 
unit yang akan dibangun, (c) Debt Based, 
Crowdfunding ini sama dengan pinjaman kredit 
yang mana Pemerintah (debitur) mengajukan 
proposalnya dan crowd investor (kreditur) akan 
menyetorkan modalnya sebagai pinjaman 
dengan imbalan berupa bunga (Hsueh & 
Kuo, 2017). (d) Equity Based, Penyetoran dana 
crowd investor akan menjadi ekuitas (saham) 
sebagai kepemilikian atas infrastruktur yang 
akan bangun dan hal ini crowd investor akan 
mendapat imbalan keuntungan dari unit usaha 

Halaman detail proyek, berisi informasi 
detail proyek yaitu keterangan jenis proyek, 
lokasi, jenis dan proyeksi investasi yang bs 
dilakukan.

Halaman mekanisme investasi, berisi 
informasi mengenai mekanisme investasi 
yang 

Ilustrasi aplikasi Inis-GO (penulis dan kelompok)

Diagram alternatif mekanisme pendanaan crowdfunding 
untuk program infrastruktur (penulis)



SINERGI / Maret - April 202146

tersebut sesuai presentase penyetoran dana 
(Bellefllamme & T, 2013), misalnya proyek 
pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) 
dan saham kepemilikan bisa dimiliki juga oleh 
swasta/individu.

Penutup
Sebagai penutup, crowdfunding  diharapkan 
dapat menjadi alternatif pendanaan yang bisa 
digunakan untuk membantu mengisi gap 
kekurangan pembiayaan terhadap kebutuhan 
pembangunan infrastruktur di Indonesia. 
Biasanya, pembiyaan infrastruktur sektor 
publik bertumpu pada anggaran Pemerintah 
dan beberapa peluang KPBU yang juga sudah 
mulai diterapkan untuk beberapa proyek 
infrastruktur tertentu. Dengan adanya skema 
baru seperti  crowdfunding  akan membuka 
peluang partisipasi masyarakat secara lebih 
luas untuk ikut berpartisipasi langsung 
dalam menyelenggarakan pembangunan 
di Indonesia. Selain itu, pendanaan melalui 
crowdfunding untuk infrastruktur tertentu dapat 
memberikan return lebih tinggi dari deposito di 
bank, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi 
pula.

Namun dalam penerapannya tentu masih banyak 
dibutuhkan beberapa kesiapan baik aspek 
landasan hukum, mekanisme, serta keamanan 
yang akan diterapkan.  Dari aspek legal, perlu 
disusun regulasi yang menjadi dasar hukum 
beroperasinya  crowdfunding  di Indonesia. 
Regulasi untuk  crowdfunding  sebenarnya 
sudah menjadi perhatian pemerintah 
dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
Kementerian Komunikasi dan Informasi 
berencana untuk menggarap peraturan 
mengenai  crowdfunding  terutama 
dalam rangka perlindungan konsumen 
dan bahkan OJK berencana menyusun 
peraturan crowdfunding Syariah (Akbar, 2016)

Sisi keamanan,  crowdfunding  cukup rentan 
mulai dari serangan  cyber-crime, hingga 
keraguan akan kredibilitas investee. Akan sangat 
mungkin misalnya  investee  mengumpulkan 
dana bukan dalam rangka berbisnis tetapi 
untuk kepentingannya sendiri atau untuk 
produksi tetapi dengan produk yang berbeda 
dari yang dipresentasikan ke para investor. Hal 

ini perlu diantisipasi oleh pemerintah dengan 
mengatur berbagai syarat dan ketentuan 
semisal kewajiban mencantumkan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), pemberian sanksi dan 
denda terkait crowdfunding serta meningkatkan 
akomodasi aparat hukum terhadap  cyber-
crime.
*Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan 
tidak mencerminkan pendapat/kebijakan institusi.
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Eksplorasi Peta 
Interaktif, Shortcut 
Jadi Intelligent Planners

Membuat keputusan berdasarkan 
pertimbangan geografi menjadi hal 

mendasar dalam kehidupan sehari-hari, 
dengan memahami hubungan antara geografi 
dengan manusia terhadap informasi lokasi. 
Sobat Muda pembaca Sinergi, siapa yang tidak 
pernah buka Google Maps? Aplikasi pemetaan 
online dari Google mampu menampilkan citra 
satelit, peta jalan, lokasi bangunan, hingga 
kondisi lalu lintas sehingga dapat membantu 
kita memperkirakan jalur tercepat mana yang 
kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan. 
Planners membutuhkan solusi untuk 
memprediksi dan mengatasi masalah 
perkotaan dengan menggunakan alat yang 
efektif dan sistem pendukung perencanaan 
yang memungkinkan decision making 
berdasarkan informasi yang implementatif. 
Sebagai contoh, Keberadaan navigasi Google 
Maps dapat membantu planner untuk 
memperkirakan keterjangkauan suatu lokasi, 
misalnya jarak dan waktu tempuh antara pusat 
kawasan industri dengan kawasan pelabuhan. 
Perkembangan pemetaan di Google Maps cukup 
pesat, dengan mengandalkan penggunanya 
sebagai kontributor, saat ini  
mampu menampilkan lokasi bahaya, seperti 
area genangan banjir.

Di Indonesia, melalui Kebijakan Satu Peta, 
beberapa Kementerian/Lembaga pemilik 
data atau yang disebut sebagai Walidata 
meluncurkan Peta Tematik dengan informasi 
yang beragam. Terdapat 7 (tujuh) tema peta 
tematik, yaitu batas wilayah, kehutanan, 
perencanaan ruang, sarana prasarana, 
perizinan dan pertanahan, sumber daya 
alam dan lingkungan, kawasan khusus dan 
transmigrasi. 
Kementerian PUPR sebagai salah satu 
walidata untuk peta tematik sarana prasarana 
menyediakan informasi sebaran infrastruktur 
PUPR terkini secara spasial sebagai layanan 
publik yaitu Sistem Informasi Geografis 
Infrastruktur (SIGI) PUPR[1]. Melalui SIGI 
PUPR kita dapat langsung mengetahui sebaran 
infrastruktur PUPR di Indonesia, mulai dari 
jaringan jalan nasional sampai dengan sebaran 
rumah susun. Dengan melihat peta sebaran 
infrastruktur tersebut, kita dapat mengetahui 
karakteristik kebutuhan infrastruktur suatu 
wilayah dengan melihat sebaran infrastruktur 
yang ada.
Kali ini kita akan meng-explore beberapa situs 
website dari luar negeri yang menyediakan 
informasi tematik dari hasil analisisnya yang 
nggak kaleng-kaleng. Check this out! 

oleh:
Nabiilatul Arifah, S.PWK.
BPIW Muda/PNS 2018

BPIW Muda
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Dengan melihat tampilan di atas, Planners dapat mengetahui pola pertumbuhan suatu kota 
berdasarkan jaringan jalan dan membandingkan dengan kota lainnya yang memiliki karakteristik 
berbeda. Seperti pada gambar, pola perkembangan kota-kota di Jawa berbeda dengan di luar 
Jawa.

2. FAO Hand-in-Hand Geospatial Platform
Hand-in-Hand merupakan basis data dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Pangan 
atau Food and Agriculture Organization of the United Station (FAO) yang mempercepat transformasi 
pertanian dan pembangunan pedesaan berkelanjutan dengan tujuan utama untuk memberantas 
kemiskinan dan mengakhiri kelaparan dan segala bentuk malnutrisi.

Hand-in-Hand (HiH) telah memuat setidaknya 20 kategori informasi dalam bentuk geospasial 
seperti Iklim, Air, dan Sosial dan Ekonomi. HiH memuat hingga 40.000 metadata yang ditampilkan 
secara time-series. 

Di dalamnya kita dapat mengeksplorasi Indonesia dengan berbagai indikator dari kategori di atas, 
seperti ‘percentage of area equipped for irrigation’ dalam kategori ‘water’. Peta ini menunjukkan 
luas wilayah lahan yang dilengkapi irigasi berdasarkan the Global Map of Irrigation Areas. Data yang 
ditampilkan tersedia dari AQUASTAT dan Programme of the Land and Water Division of the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. Berikut tampilannya untuk Indonesia.

BPIW Muda

1. Road Orientations Interactive Map
Situs yang memanfaatkan layanan peta dari MapBox ini mampu memvisualisasikan orientasi 
suatu kawasan dengan menghitung jumlah segmen dan pola jalan dalam jangkauan luasan sesuai 
dengan keinginan pengguna. Vladmir Agafonkin, memanfaatkan platform programming GitHub 
untuk memroses data jaringan jalan dari situs peta online (Mapbox vector maps)[2]. 

Pengguna dapat secara langsung melihat visualisasi dari orientasi sebuah kawasan dengan 
melihat intensitas pada polar histogram 3600 dimana kedetilan tampilan peta pada layar akan 
mempengaruhi hasil histogram sesuai dengan jaringan jalan yang terlihat pada tampilan. Berikut 
contoh tampilan road orientation interactive map pada beberapa lokasi di Indonesia.
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Data lainnya yang relate banget dengan pengembangan wilayah yaitu Global Urban Rural 
Catchment Areas, memuat kumpulan data raster dari 30 kategori urban-rural continuum dari 
catchment areas kota dan perkotaan. Data ditampilkan dalam kategori waktu perjalanan ke salah 
satu dari tujuh indikator aglomerasi perkotaan (jarak dari kota-kota besar dan berdasarkan 
populasi). Seperti pada gambar di bawah, piksel yang berwarna hijau (dispersed towns, hinterland) 
merupakan area yang lebih dari 3 jam menuju area perkotaan dan tidak berada di sekitar 
aglomerasi perkotaan manapun. 

Selain itu, pada HiH terdapat data perkiraan kepadatan penduduk (populasi/Km²/piksel). 
Pendekatan pemetaan yang dilakukan melalui redistribusi dasymetric berbasis Random Forest. 
Tampilannya seperti pada gambar berikut.
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3. Urban Thematic Exploitation Platform (TEP)
Familiar dengan isu urbanisasi, perlu kita eksplorasi salah satu platform berbasis web lainnya 
yaitu Urban Thematic Exploitation Platform (TEP)[4]. Penyediaan data untuk Urban TEP melibatkan 
integrasi antara expert dan user community, seperti Group on Earth Observation, the World Bank 
Group, the International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). 

Urban TEP[4] memungkinkan pengguna untuk efektif memanfaatkan citra Earth Observation (EO) 
dan data tambahan yang ada (misalnya geo-data dan statistik) untuk mendapatkan indikator utama 
perkotaan dan memantau pengembangan permukiman pada waktu tertentu (spatiotemporal) 
pada masa lalu dan masa depan. Sebagai contoh, kita dapat mengeksplorasi data perkembangan 
human settlements dengan membandingkan data pada 2005 hingga 2020 berikut.
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Sumber:

[1] Kementerian PUPR. 2021. Sistem Informasi 
Geospasial Infrastruktur PUPR. https://sigi.pu.go.id/;
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Interactive Map. https://mourner.github.io/road-
orientation-map;
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Initiative Geospatial Platform. https://data.apps.fao.
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Urban Thematic Exploitation Platform (TEP). https://
urban-tep.eu/

Di Urban TEP tersedia beberapa data hasil analisis seperti Global Urban Footprint yang menghitung 
total area terbangun seperti gambar di bawah ini.

 

Tiga bahasan diatas merupakan situs visualisasi data spasial yang dapat memberikan insight 
untuk Planners yang super sibuk. Dengan melihat peta tematik, kita bisa simpulkan kebutuhan 
dan arahan pengembangan suatu wilayah secara cepat dibandingkan membaca naskah akademis 
yang berlembar-lembar, kan? Perlu diingat juga, bahwa data-data spasial yang ditampilkan dalam 
situs-situs tersebut tidak hanya data yang dibuat sendiri, melainkan juga melibatkan stakeholders 
terkait. Oleh karena itu, kerja sama dan sinergitas antar penyedia data spasial diperlukan agar 
menghasilkan informasi yang komprehensif dan tepat sasaran untuk pembangunan nasional.

Akhir kata, Selamat Bereksplorasi!

Kerja sama dan 
sinergitas antar 
penyedia data 

spasial diperlukan 
agar menghasilkan 

informasi yang 
komprehensif dan 

tepat sasaran untuk 
pembangunan 

nasional.



Seluruh pegawai dan pejabat 
di lingkungan Kementerian 

PUPR  termasuk Menteri PUPR Basuki 
Hadimuljono mengikuti Vaksinasi Corona 

Virus Disease (Covid-19) Gelombang 1 Dosis 
2, pada 9-10 Maret 2021. Sebelumnya telah 
dilakukan Vaksinasi Gelombang 1 Dosis 1 pada 
23-24 Februari 2021. 

Sebanyak 224 pegawai dan pejabat di BPIW 
termasuk Kepala BPIW Hadi Sucahyono beserta 

jajarannya telah mengikuti vaksinasi pada 
Selasa, 9 Maret 2021 di halaman Sapta 
Taruna Kementerian PUPR. Vaksinasi 

ini merupakan bagian dari ikhtiar 
penanggulangan dari ancaman 

Pandemi Covid-19. 

Vaksinasi 
Covid-19

AprilMaret

Kepala BPIW Ajak 
Jajaran Kerja Cepat dan 

Tertib

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengajak jajarannya bekerja makin cepat dan 
tertib. Pasalnya, saat ini pembangunan infrastruktur PUPR sangat diharapkan berperan besar 

dalam pemulihan ekonomi nasional. "Saya berharap perencanaan yang disusun  jajaran BPIW ini, 
termasuk program-programnya itu tajam serta dapat diimplementasikan di lapangan oleh unit 
organisasi teknis di Kementerian PUPR," ungkap Hadi saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) BPIW 

virtual yang dihadiri pejabat eselon I, 
II dan III, Senin siang, 8 Maret 2021.
Hadi menegaskan, BPIW 
memiliki peran strategis dalam 
pengembangan infrastruktur PUPR. 
BPIW memiliki tugas menyusun 
perencanaan dan program, 
melakukan kajian, mulai dari 
menyusun masterplan development 
plan (MPDP), kajian-kajian untuk 
pengembangan infrastruktur PUPR 
yang terpadu dan berdampak 
langsung pada pertumbuhan 
ekonomi masyarakat.
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Pembangunan 
infrastruktur pengembangan 

Super Koridor Manufaktur Subang-
Batang dilakukan melalui strategi 

paradigma baru pengembangan wilayah yakni 
pembangunan yang terintegrasi antar sektor. 
Kepala BPIW, Hadi Sucahyono, mengatakan, 

strategi ini berbeda dari sebelumnya yang bersifat 
pendekatan sektoral. 

Hal itu disampaikannya saat menjadi salah satu 
pembicara pada Webinar Strategi Pengembangan 
Koridor Subang-Batang melalui video conference 

(vicon), Selasa, 30 Maret 2021. Tujuan dari 
paradigma baru ini guna memanfaatkan 

potensi wilayah untuk menciptakan daya saing. 
Selain itu, tujuan dari pengembangan wilayah 
adalah keseimbangan ekonomi, dan mengatasi 

disparitas.(**)  

AprilMaret

Pengembangan Super 
Koridor Subang-Batang 

2021, BPIW Lakukan Refocusing Anggaran

BPIW Kementerian PUPR pada 2021 kembali melakukan refocusing anggaran. 
Sebelumnya, pagu anggaran BPIW untuk 2021 ditetapkan sebesar Rp 

206,1 Miliar, adapun setelah refocusing menjadi Rp 148,8 Miliar sehingga ada 
pengurangan sebanyak Rp 57,3 Miliar. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan BPIW di ruang Rapat Komisi V DPR RI, 
Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Kepala BPIW, Hadi Sucahyono menjelaskan, refocusing anggaran dilakukan 
sebagai upaya dalam penanganan pandemi covid-19. Untuk BPIW refocusing 
anggaran dikenakan pada perjalanan dinas, meeting honorarium dan juga paket 
jasa konsultasi. 
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Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur 
PUPR terpadu dalam pengembangan suatu kawasan dan wilayah  di Tanah Air. 

Program yang disiapkan antara lain pembangunan jalan nasional, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarana dan 
prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus serta pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman. 

Pada edisi ini rubrik bidik lensa  Buletin Sinergi memotret pelaksanaan pembangunan sektor jalan atau konektivitas. 

BIDIK LENSA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan 
pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kaliman-
tan Utara (Kaltara). Pembangunan infrastruktur jalan 
tersebut untuk meningkatkan konektivitas antar 
wilayah atau membuka akses daerah terisoli. Jalan 
perbatasan di Kaltara sepanjang 992,35 km terdiri 
dari jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 km 
dan akses perbatasan 377,8 km. Hingga saat ini dari 
614,55 km jalan paralel perbatasan Kaltara, tersisa 
sepanjang 57 km yang belum tembus dan 27,05 km 
yang belum tembus untuk jalan akses perbatasan.

     Pembangunan jalan perbatasan 
     negara di Kalimantan Utara 
     (Kaltara)

Dalam pembangunan jalan, dilakukan 
juga Program Padat Karya Tunai 
(PKT/cash for work) seperti di Ruas 
Batas Kota Batang - Batas Kabupaten 
Kendal, tepatnya di KM 73+800. Target 
PKT bidang jalan dan jembatan pada 
2021 dapat menyerap 273.603 tenaga 
kerja.

Kementerian PUPR terus meningkat-
kan kualitas layanan jaringan jalan di 
Destinasi Pariwisata Super Prioritas 
(DPSP) Borobudur. Dukungan 
infrastruktur konektivitas dilaksana-
kan melalui pembangunan jalan tol 
maupun non tol, sehingga akan 
mempermudah wisatawan menuju 
kawasan pariwisata Borobudur.

     Destinasi Pariwisata Super 
     Prioritas (DPSP) Borobudur.

     Program Padat Karya Tunai 

Kementerian PUPR tengah menyelesaikan 
tahap akhir pembangunan Jalan Tol 
Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran 
sepanjang 14,19 Km. Ruas tol ini merupakan 
salah satu dari 6 ruas Jalan Tol Jakarta Outer 
Ring Road (JORR II) yang dibangun untuk 
melengkapi struktur jaringan jalan di 
kawasan Metropolitan Jabodetabek (Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).    

     Jalan Tol Jakarta 
     Outer Ring Road (JORR II) 
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Menyusuri Keindahan BAHARI

Ujung
Genteng

Pantai Penuh Pesona

di Ujung Jabar

Pemandangan Indah
Ombak Besar cocok Berselancar

Habitat Penyu
(Bandara Soekarno Hatta ) Jakarta - Ciawi - 
Cicurug - Cibadak - Cikembar - Pelabuhan-

ratu - Jampang Kulon - Surade - Ujung 
Genteng (Estimasi waktu tempuh jarak 

tempuh sekitar 5 jam)
 (Bandara Husein Sastranegara) Bandung - 

Cianjur - Sukabumi - Jampang Tengah 
-Jampang Kulon - Surade - Ujung Genteng

Turtle Beach Hotel
Ocean View Ujung Genteng

Pondok Hexa Seaside
Villawidia & Resto

Keindahan pantai Ujung Genteng di Kabupaten Sukabumi, Jawa 
Barat (Jabar) makin dikenal luas. Banyak wisatawan rela menempuh 

perjalanan berjam-jam lamanya untuk mendatangi objek wisata 
pantai penuh pesona tersebut. 

Kendati butuh waktu untuk sampai destinasi indah itu, namun 
wisatawan sepanjang jalan akan disuguhi pemandangan aduhai, 

sehingga perjalanan tak terasa menjenuhkan. 
Tak hanya itu, banyak spot yang bisa dijadikan tempat istirahat, yang 

bikin perjalanan makin asyik.(ris/**) 

Rute
Daya Tarik

Penginapan 
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Rute
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Penginapan 
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Tips Menghilangkan 
Kejenuhan dalam 
Bekerja

1. Luangkan Waktu untuk Rehat Sejenak
Kadangkala terlalu fokus bekerja membuat 
Anda lupa waktu. Tentunya hal itu tidaklah 
baik. Sebab, jika Anda memaksakan otak 
untuk terus bekerja bahkan di saat pikiran 
sudah jenuh, maka akibatnya produktivitas 
akan menurun.
Sebaiknya, ketika Anda mulai lelah, luangkan 
waktu untuk rehat sejenak. Tak perlu lama, 
minimal 30 menit saja. Pergilah ke luar, duduk 
di taman dan hirup udara segar.
2. Coba Cari Tahu Penyebab Kejenuhan
Munculnya kejenuhan saat bekerja tentunya 
ada sebabnya. Nah, Anda coba identifikasi 
penyebab dari rasa jenuh tersebut secara 
spesifik.
Apakah dikarenakan pekerjaan yang terlalu 
banyak? Tugas menumpuk? Deadline terlalu 
singkat? Rekan kerja yang tidak baik? Gaji 
yang tidak sesuai? Suasana di kantor yang 
buruk? Atau hal lain?
Dengan mengetahui penyebab dari kejenuhan 
itu, Anda bisa menemukan solusinya dengan 
mudah. Misalnya saja, Anda merasa pekerjaan 
terlalu berat, coba deh berkonsultasi dengan 
manager Anda. Ya, siapa tahu dia bisa 
membantu mengatasi permasalahan Anda.
3. Lakukan Sesuatu yang 
Menyenangkan Saat Bekerja
Cara menghilangkan kejenuhan dalam 
bekerja selanjutnya yakni dengan mencoba 
melakukan aktivitas yang menyenangkan.

Misalnya saja, Anda bisa bekerja sambil 
mendengarkan musik atau sambil ngemil.
Jika pekerjaan Anda cukup santai, Anda 
bisa menyelingi dengan main game atau 
nonton film. Namun, bila aktivitas tersebut 
menganggu kosentrasi Anda, maka jangan 
dilakukan.
Hal ini bergantung pada kebiasaan Anda. Jika 
memang Anda menyukai bekerja sendirian 
dan fokus pada tugas saja, ya maka lakukan 
itu. Intinya, buatlah diri Anda senyaman 
mungkin.
4. Ciptakan Suasana Baru dengan 
Mendekorasi Tempat Kerja Anda
Tahukah Anda bahwa bekerja dengan suasana 
yang sama dalam kurun waktu lama bisa 
memicu kejenuhan, lho! Oleh karenanya, akan 
sangat menyenangkan bila sesekali Anda 
mendekorasi tempat kerja.
Semisal nih, Anda kerja sebagai pegawai di 
perusahan, maka coba deh dekorasi meja kerja 
Anda. Bersihkan dan tata barang-barangnya 
agar lebih rapi. Anda juga bisa meletakkan 
hiasan untuk mempercantik tampilan, seperti 
pot bunga, bingkai foto, atau benda lainnya.
Apabila tempat kerja Anda sudah jadi lebih 
menarik, dijamin deh mood Anda dalam 
bekerja pasti bakal meningkat.
5. Cobalah Berpikir Positif
Selanjutnya, cara menghilangkan kejenuhan 
dalam bekerja yaitu dengan berpikiran positif. 
Coba hadapi pekerjaan tersebut secara santai. 

Tips
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Jangan dijadikan beban.Bagaimanapun juga, 
Anda harus bersyukur dengan posisi Anda 
saat ini. Sebab diluar sana masih banyak 
orang yang nganggur nyari kerja tapi gak 
dapet-dapet.
Coba pahami itu. Pahami bahwa Anda adalah 
orang yang beruntung. Dengan begitu, Anda 
tidak akan merasa terlalu terbebani.
6. Untuk Sementara Jangan Lembur, 
Manfaatkan Weekend untuk Bersantai
Mengambil lembur sesekali memang tidak 
masalah. Namun, ketika pikiran Anda sedang 
jenuh dan tubuh sudah benar-benar capek, 
maka hindarilah bekerja lembur. Jangan 
memaksakan diri.
Gunakan weekend Anda sebagai kesempatan 
untuk bersantai. Jika memang butuh liburan, 
maka lakukan perjalanan ke tempat wisata 
alam yang menyejukkan.
Tapi bila ingin di rumah, ya di rumah saja. 
Anda bisa nonton film bareng pasangan dan 
anak-anak. 
7. Coba Saling Sharing dengan Kolega 
Anda
Ketika pikiran terasa penat dan jenuh dalam 
bekerja, coba deh sesekali ngobrol dengan 
kolega Anda di kantor. Anda bisa sharing 
dengan mereka tentang bagaimana cara 
mengatasi kejenuhan atau tentang masalah 
lainnya.
Kumpul dan bercanda bersama rekan-rekan 
kerja itu penting lho! Selain melatih jiwa 
bersosialisasi Anda, juga bikin pikiran rileks. 

Ini lebih baik daripada Anda hanya fokus di 
depan layar komputer saja.
8. Ingat Tujuan dan Rencana Masa 
Depan
Trik selanjutnya untuk menghilangkan 
kejenuhan dalam bekerja yakni dengan 
mengingat tujuan utama Anda. Yakni visi dan 
misi dalam bekerja.
Untuk apa Anda bekerja? Apakah untuk 
membeli rumah? Mengajak orang tua umroh? 
Nabung buat menikah? Atau lainnya?
Coba ingat-ingat kembali tujuan Anda tersebut. 
Dengan begitu Anda akan termotivasi kembali.
9. Jangan Dijadikan Beban, Nikmatilah
Jika Anda menjalani pekerjaan hanya karena 
kewajiban tanpa didasari keikhlasan di 
hati, maka efeknya Anda jadi merasa berat 
melakukan pekerjaan tersebut.
Seolah-olah pekerjaan itu adalah beban yang 
harus Anda tanggung. Tentunya perasaan 
tersebut enggak baik.
Jika Anda menganggap pekerjaan sebagai 
beban, bisa-bisa Anda mudah mengalami 
kejenuhan dan stres. Sebaliknya, bila Anda 
menjalani pekerjaan dengan santai maka rasa 
penat juga bisa diminimalisasi.
Segala masalah yang muncul di perkejaan 
Anda, seperti tugas yang menumpuk, 
sebaiknya Anda nikmati saja. Anggaplah 
sebuah bagian untuk mencapai kesuksesan. 
Sebab sukses itu enggak bisa didapatkan 
tanpa pengorbanan.
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Sosok

Tidak mudah memang untuk menjadi 
seorang pemimpin, baik memimpin 

sebuah organisasasi besar seperti negara, 
memimpin sebuah perusahaan maupun instansi 
pemerintah. Butuh kemampuan untuk menata 
sumber daya manusia (SDM) yang ada dan 
memahami target dari pekerjaan yang dijalani 
dari organisasis tersebut. Hal itu sangat dipahami 
Ir.  Hadi Sucahyono, M.P.P, PhD, Kepala Badan 
Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) 
Kementerian PUPR. Dengan bermodalkan 
pengalaman yang mumpuni, di era Hadi, banyak 
produk yang dihasilkan BPIW. Merangkul semua 
potensi, menjadi salah satu kunci sukses yang 
dilakukannya. 

Hadi sudah bekerja di Kementerian PUPR 
selama 32 tahun, mulai dari staf pelaksana, 
memimpin beberapa unit organisasi seperti 
di Ditjen  Cipta Karya dan pada akhirnya 
“berlabuh” di BPIW sejak berdirinya organisasi 
tersebut pada 2015 lalu hingga tahun ini. 

Bahkan, pria kelahiran Jakarta, 28 April 1961 
ini menjadi salah satu orang yang merancang 
pembentukan BPIW yang merupakan lembaga 
perencanaan dan program infrastruktur 
bidang PUPR berbasis pengembangan wilayah. 
Keterpaduan perencanaan dan program 

menjadi perhatian BPIW selama ini. Bicara 
soal keterpaduan, Hadi yang telah memimpin 
BPIW sejak 20 Juli 2018 lalu itu menyatakan, 
sejak 2003 telah menulis tentang  keterpaduan 
atau regionalisasi di media massa. 

“Kalau saya lagi mood bagus, nulis tema yang 
sedang hot, dua jam nulis saya bisa kirim ke 
media massa. Kalau lagi ga mood, dua minggu 
tidak kelar-kelar,” ucapnya sambil tertawa saat 
dijumpai di ruang kerjanya beberapa waktu 
lalu.  Dalam tulisan tersebut ia menjelaskan 
bahwa keterpaduan perencanaan dan program 
sudah harus dilakukan jauh sebelum sebuah 
infrastruktur dibangun. 

“Jadi saya menulis itu terkait regionalism atau 
pendekatan kewilayahan dalam membangun. 
Contohnya  DKI Jakarta. Kota ini tidak mungkin 
dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, 
butuh  pihak lain untuk membantu, seperti 
masalah sampah di DKI yang bergantung 
pada Bekasi untuk tempat pembuangannya,” 
ungkapnya.

Menurut Hadi regionalism diartikan sebagai 
kebersamaan dari sejak perencanaan. 
Kebersamaan melalui koordinasi ini, 
merupakan kebersamaan antar sektor dan 
antar lembaga.

Ir. Hadi Sucahyono M.P.P., Ph.D 
Kepala BPIW Kementerian PUPR 

merangkul semua potensi 
di bpiw untuk Hasilkan 
produk berkualitas
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Konsep regionalism yang pernah ditulisnya 
itu, benar-benar diterapkan kala menjabat 
Kepala BPIW. Februari lalu, telah digelar 
Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 
(Rakorbangwil)  yang diikuti 13 Kementerian/
Lembaga (K/L) seperti Bappenas, 
Kementerian Perhubungan, dan Kementerian 
Pertanian.

“Sebenarnya koordinasi dengan instansi 
lain, telah dilakukan BPIW, namun bentuk 
pertemuannya bilateral. Kita perlu melakukan 
Rakorbangwil, karena akan ada lebih dari satu 
kementerian yang terlibat, jadi tidak cukup 
dengan bilateral meeting saja,” ujarnya.

Menyatukan pandangan dari berbagai 
K/L bukan hal mudah. Namun suami dari 
Rita Hadi ini punya cara tersendiri, yakni 
dengan mendengarkan terlebih dahulu yang 
disampaikan instansi lain tersebut. 

“Kita input dulu, seperti sektor pertanian 
punya kebijakan kawasan seperti apa, agro 
bisninya apa dan perindustrian kawasannya 
mana saja.  Baru kemudian kita sampaikan 
hasil kajian kita seperti kawasan yang 
didukung Kementerian  PUPR dan analisis 
terkait kawasan yang ada. Kita lakukan 

dengan obyektif, berdasarkan data baik data 
lapangan maupun data Badan Pusat Statistik 
(BPS),” ucapnya.

Bila ada satu kebijakan Kementerian, 
menurut Hadi dipadukan dengan studi BPIW. 
Selanjutnya, dipadukan lagi dengan aspirasi 
dan harapan dari unit organisasi (unor) di 
lingkungan Kementerian PUPR seperti Ditjen 
Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air 
(SDA) dan Perumahan. 

“Koordinasi dengan unor maupun pemda 
serta K/L, seni-nya atau art of coordination di 
situ. Artinya butuh beberapa kali pembahasan, 
Kita bicaranya bukan hanya want atau 
keinginan tapi need atau kebutuhannya apa. 
Jadi menyatukan want dan need, “ ulas Hadi. 

Ketika ada direktif termasuk dari DPR, maka 
hal itu diakomodir dengan mengacu pada 
kebijakan nasional, dan kemudian dilihat 
dari arahan program yang ada. Semua 
keinginan dari berbagai pihak ditampung. 
Apabila tidak dapat dilakukan 100 persen, 
program infrastruktur bisa dilakukan untuk 
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tahun berikutnya lagi. “Kita buat prioritisasi, 
mana saja yang menjadi prioritasi pertama 
dan mana yang menjadi prioritas kedua. 
Data pendukungnya kita lengkapi. Misalnya 
karena ada Covid-19, suatu kawasan angka 
pengangguran meningkat, perlu perhatian 
khusus dengan program Padat Karya. Jadi 
indikator analisisnya kita tambah,” jelas Hadi.  

Guna mendapatkan data yang valid, Hadi 
selalu menggalakkan kunjungan lapangan. 
Hal ini penting, karena data primer penting, 
dan jangan hanya mengandalkan data 
sekunder. Dengan melihat secara langsung ke 
lokasi, dapat diketahui secara jelas, di mana 
saja daerah yang minim air bersih, misalnya, 
dan di mana kawasan kumuh yang perlu 
dibangun.  Dengan kata lain, bila turun ke 
lapangan, dapat diketahui secara jelas, daerah 
mana saja yang membutuhkan pembangunan 
infrastruktur dan dikembangkan wilayahnya.  
“Data lapangan itu riil, apalagi didukung 
dengan menggunakan drone, itu bagus 
sekali. Jadi di masa saya memimpin BPIW, 
saya memperbanyak kunjungan ke lapangan 
ketimbang bekerja di belakang meja,” ujar 
Hadi.  

Tidak hanya koordinasi dengan antar unit 
organisasi di lingkungan Kementerian PUPR 
dan juga dengan K/L, setiap tahun pria yang 
menamatkan S1-nya di Teknik Planologi Institut 
Institut Teknologi Bandung ini juga melakukan 

perbaikan kualitas organisasi dan produk yang 
dihasilkan seperti produk berupa masterplan  
atau rencana induk dan  development plan atau 
rencana pengembangan. 

Penyuka olahraga sepakbola itu merasa 
beruntung, karena  pernah belajar dan 
mengerjakan Rencana Program Investasi 
Jangka Menengah (RPIJM). Kala itu ia 
menjabat Kepala Subdit Kebijakan dan 
Strategi, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta 
Karya, Departemen Pekerjaan Umum (dulu 
masih Departemen PU,red)  sejak 28 Januari 
2008 hingga 8 Mei 2014. Dari pengalaman itu ia 
belajar melakukan koordinasi dan mengetahui 
secara jelas apa yang harus dikerjakan. 

Meskipun hanya terbatas pada ruang lingkup 
Ditjen Cipta Karya, namun pengalaman 
tersebut menjadi modal baginya untuk 
melakukan perencanaan dan program 
untuk ruang lingkup yang lebih besar yakni 
Kementerian PUPR melalui kiprahnya di 
BPIW. “Guru saya dulu salah satunya adalah 
Pak Imam .S. Ernawi yang kala itu menjadi 
Dirjen Cipta Karya dan juga Menteri PU saat 
itu, Pak Joko Kirmanto,” ucapnya bangga. 

Saat harus berpindah tugas dari Ditjen Cipta 
Karya ke BPIW tersebut, lulusan S2 yang 
mengambil jurusan Magister of Public Policy di 
Georgetown University Amerika Serikat ini tidak 
mengalami kendala yang berarti. Mengapa 
demikian?, karena ia melihat “benang merah” 

Sosok

Sumber: AJI BPIWHadi Sucahyono mewakili Menteri PUPR menjadi keynote speech  saat wisuda sarjana di Universitas Pancasila 
Jakarta, 2018
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atau inti dari tugas kedua unit organisasi 
tersebut yakni sama-sama terkait koordinasi 
dan sinergitas. “Cuma cakupannya diperluas. 
Ibarat dulu saya bawa angkot, tapi sekarang 
bawa truk. Jadi lebih besar cakupannya,” 
ungkap Hadi sambil terkekeh memberi 
perumpamaan.  

Mengawali karir di BPIW, tamatan Doctor 
Of Philosophy In City And Regional Planing 
di Ohio State University Amerika Serikat 
itu menjabat Kepala Pusat Perencanaan 
Infrastruktur PUPR pada 15 Juni 2015. 
Saat memimpin pusat tersebut, ia  harus 
menguasai perencanaan secara umum. 
Namun ketika menjabat sebagai Kepala Pusat 
Pengembangan Kawasan Strategis BPIW pada 
10 Nopember 2016, ia menangani dukungan 
terhadap kawasan pariwisata. “Jadi lebih 
khusus penanganannya,” tuturnya.  

Pengalaman di dua pusat ini menambah 
pengalaman baginya untuk memimpin BPIW 
sejak 20 Juli 2018. Ketika badan ini mengalami 
perubahan struktur organisasi pada 2020, 
pengalaman yang didapat sebelumnya, 
menjadi modal berharga bagi pria yang 
hobby membaca ini untuk menggabungkan 
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 
Nasional dengan Pusat Pengembangan 
Infrastruktur PUPR Wilayah I hingga III. Pada 
struktur organisasi baru ini penanganan 
perencanaan dan program infrastruktur sektor 
PUPR berdasarkan pulau dan kepulauan. 

Updating terhadap produk-produk BPIW, salah 
satunya Wilayah Pengembangan Strategis 

(WPS). Langkah perbaikan ini dilakukannya 
untuk menyesuaikan dengan perubahan jaman 
dan agar WPS tidak statis maupun kaku.  

Saat menjabat sebagai pemimpin secara 
otomatis, waktunya banyak tersita untuk 
pekerjaan. Ia sering kali kerja lembur dan 
bahkan kerja sampai pagi. Namun karena 
sudah sering mengalami hal itu, jauh sebelum 
di BPIW, Hadi tidak terkejut lagi. “Kerja di 
Kementerian PUPR itu, pasti kerja keras. Di 
Ditjen Cipta Karya sudah biasa lembur, bukan 
hanya kerja sampai tengah malam, tapi sampai 
pagi. Jadi dinikmati saja pekerjaan yang kita 
lakukan,” ucapnya. 

Namun ia tak menampik, banyaknya pekerjaan 
terkadang bisa membuat orang menjadi 
stress. Untuk menghindari hal itu, Hadi selalu 
mewarnai hari-harinya dengan membuat 
lelucon, baik saat berbicara santai dengan 
jajaran pimpinan maupun staf, tapi juga saat 
rapat. Kebiasaan itu dilakukannya sejak 
dulu terutama saat masuk di BPIW hingga 
sekarang. Dengan kebiasannya ini, membuat 
seluruh insan BPIW mengenal Hadi sebagai 
sosok pemimpin yang humoris, tapi tetap 
serius dalam bekerja.  

“Saya selalu memberi senyum dan canda. 
Bahkan dalam menegur pun saya bercanda. 
Jadi kalau staf salah, kita harus sabar, tidak 
usah dimarahin, kita bikin humor. Ketika 
kita humor dia mikir. Dengan cara itu lebih 
mengena daripada saya gebrak-gebrak meja.. 
hehe. Jadi sisi humanismenya dimunculkan 
dan itu penting,” tegasnya. 

Sumber: pribadi Hadi Sucahyono memberi penjelasan kepada Presiden Joko Widodo untuk pembangunan kawasan perbatasan, 2014. 



SINERGI / Maret - April 202164

Menghadirkan gelak tawa  yang dilakukan 
Hadi, ternyata juga untuk menjaga keutuhan 
tim kerja, karena dengan cara itu, maka  
dapat mengikat persaudaraan dan suasana 
yang bersahabat. Kedekatan ini pula yang 
menyebabkan ia mengalami pengalaman unik 
saat menjabat Kepala Subdit Kebijakan dan 
Strategi, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta 
Karya pada 2008 lalu. 

Hadi menuturkan bahwa beberapa perwakilan 
pegawai menemuinya dan meminta dirinya 
untuk tetap menjabat jabatan tersebut 
dalam waktu yang lama. Disatu sisi Hadi 
merasa bersyukur karena apa yang sudah 
dilakukannya diterima pegawainya. Namun 
disisi lain, bila bertahan lama di satu jabatan, 
maka jenjang karirnya terhambat. “Saya 
berterimakasih kepada mereka, karena apa 
yang saya lakukan diterima dengan baik. Tapi 
kalau saya bertahan di sana terus,  karir saya 
tidak berkembang. Akhirnya saya di sana 
selama tujuh tahun, doa mereka ternyata 
dikabulkan Allah,” ungkap Hadi sambil tertawa 
mengingat momen tersebut. 

Selama memimpin BPIW, Hadi selalu 
mengedepankan kontribusi generasi muda. 
Baginya hal itu penting, karena generasi 
muda merupakan penerus kepemimpinan 
di BPIW. Melihat pentingnya hal itu, ia 
membaca kelebihan stafnya masing-masing 
dari terutama dari background pendidikan. 
Hasilnya, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) 
yang memiliki keahlian dari pendidikannya 
seperti ahli gempa, geografi dan artitektur. 

“Walaupun kita atasan, belum tentu punya 
pengalaman seperti mereka dan saya sudah 
lapor ke Pak Menteri bahwa BPIW punya SDM 

yang beragam dan kemampuan mumpuni,” 
ucapnya bangga. Cara yang dilakukannya ini 
membawa hasil terbukti beberapa kebijakan 
BPIW “lahir” dari kontribusi generasi muda, 
salah satunya kajian terkait Metropolitan 
Kedungsepur. Disamping itu, produk-produk 
BPIW sudah dikenal dan dipergunakan baik 
unit organisasi di lingkungan PUPR maupun 
Kementerian/Lembaga lain seperti Bappenas. 

Berbagai kegiatan dan produk sudah 
diupayakan dengan maksimal selama Hadi 
menjabat sebagai Kepala BPIW, seperti BPIW 
Expo, Rakorbangwil, Konreg, dan Simposium 
Produk BPIW. 

Disamping itu, Hadi juga mengingatkan 
pentingnya kebersamaan dan kekompakan 
tim  seperti melakukan outbond di lapangan. 
Ia juga menggalakkan acara dengan generasi 
muda ASN BPIW dengan berbagai acara 
webinar dengan topik beragam sesuai usulan 
generasi muda tersebut. 

Dengan segala upaya yang sudah dilakukan 
dan didukung tim yang solid, Hadi pun menatap 
masa pensiunnya dengan lega, karena apa  
yang diamanatkan kepadanya sudah dijalankan 
dengan sebaik-baiknya. Ia pun berpesan agar 
insan BPIW tetap bersyukur dengan apa yang 
sudah didapat selama ini. Hadi mengutip 
Kitab Suci Alqur’an pada surat Ar-Rahman. 
Pada surat itu Allah berfirman  “Maka nikmat 
Tuhanmu yang mana lagi yang Engkau 
dustakan”. “Akan lebih baik kita bersyukur 
dengan apa yang didapat sekarang ini dan 
kemudian kita berusaha bekerja dengan baik 
agar lebih baik dari sebelumnya,” pesan Hadi.  
(Hendra)

BIODATA
Nama  :   Ir. Hadi Sucahyono M.P.P., Ph.D
Jabatan :   Kepala BPIW Kementerian PUPR 
Studi Formal:  
1.  S1 Jurusan Teknik Planologi di ITB 
     (25 Oktober 1984)
2.  S2 di  Jurusan Magister of Public Policy
     di Georgetown University, Amerika Serikat (24 Mei 1996)
3. S3 Jurusan Doctor of Philosophy In City and
    Regional Planing di Ohio State University, Amerika 
     Serikat (27 Agustus 2006)

Sosok



Humas BPIW

Erly Silalahi (Jakarta) 

Kementerian PUPR selalu terus berupaya untuk menyediakan infrastruktur 

yang andal dan memenuhi standar, terutama untuk mendukung kebutuhan 

masyarakat secara umum. BPIW sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

mendukung pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur melalui 

penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan 

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pengem-

bangan wilayah dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Kementerian PUPR sebagai leader dalam pembangunan infrastruktur di 

Indonesia membutuhkan kolaborasi yang intensif, peran aktif dan dukungan 

dari seluruh stakeholder seperti pemerintah pusat, daerah, swasta, kontrak-

tor/konsultan, utamanya masyarakat. Masing-masing harus memahami dan 

melaksanakan apa yang menjadi tugas dan perannya dengan sangat baik. Bila 

hal ini sudah berjalan dengan harmonis maka pembangunan akan bisa 

dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu dan berkelanjutan. 

Semoga kinerja Kementerian PUPR semakin baik dan terus update terhadap 

kebutuhan dan  teknologi pembangunan infrastruktur yang dinamis. 

Terkhusus untuk BPIW harus benar-benar memperhatikan dari sisi perenca-

naan agar tidak ada program yang tumpang tindih.

Tanggapan

PESAN
PEMBACA
PESAN
PEMBACA
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Ujung Genteng Pantai Paling Barat 
di Jabar yang Banyak Potensi

BPIW Kementerian PUPR melakukan kajian 
pada kawasan Ujung Genteng, Sukabumi, 

Jawa Barat.Kajian tersebut dilakukan 
merespon rencana pengembangan Kawasan 
Pesisir Selatan. Kajian dilakukan melalui survei 
yang dilakukan Kepala BPIW Hadi Sucahyono 
dan tim pada Rabu, 3 Maret lalu. 

Setelah melakukan survei, Hadi menilai 
kawasan Ujung Genteng memiliki potensi untuk 
dikembangkan seperti perikanan. “Kawasan 
ini juga memilki potensi untuk didukung 
infrastruktur PUPR   dan dikembangkan dari 
sektor Pariwisata, karena memilik pantai yang 
bagus,” ujarnya. 

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur 
PUPR Wilayah II A, Pusat Bidang Pengembangan 
Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Entatarina 
Simanjuntak yang turut melakukan survei, 
menambahkan kawasan yang memiliki 
penangkaran Penyu itu memiliki  jalan nasional 
sepanjang 20 km yang sudah bagus. 

Kalaupun ada jalan yang rusak merupakan 
jalan provinsi sepanjang 1 km. Beberapa waktu 
lalu, Kemenko Maritim dan Investasi Luhut 
Binsar Panjaitan meminta agar jalan tersebut 
diubah statusnya menjadi jalan nasional. 
Menurut Entatarina Kementerian PUPR dapat 
menangani jalan tersebut tanpa mengubah 
statusnya yakni dengan menggunakan fasilitas 
berupa program   jalan daerah yang ada di 
Ditjen Bina Marga.

 “Kalau fasilitasi jalan daerah itu, tidak setiap 
tahun ditangani, tapi kalau dialihfungsikan 
jadi jalan nasional, bisa tiap dilakukan 
pemeliharaan jalan. Namun soal mana yang 
mau dipilih itu terserah Pak Menteri,” tuturnya. 
Terkait pembangunan Jalan Tol Cibadak-
Pelabuhan Ratu menurutnya dapat membantu 

memangkas jarak untuk menuju kawasan 
tersebut.  Setelah melakukan pengamatan di 
kawasan tersebut menurutnya yang paling 
banyak dapat berperan   adalah Ditjen Cipta 
Karya. Ditjen ini nantinya dapat memberi 
dukungan berupa perbaikan sanitasi, Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) dan penataan 
jalan lingkungan sekitar kawasan destinasi 
pariwisata Ujung Genteng. 

Program Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan juga 
dapat direncanakan untuk penataan hunian 
terutama bagi para nelayan. Selain itu dapat 
dilaksanakan penataan homestay. “Di sana 
banyak homestay yang dikelola masyarakat, 
yang mana kurang ditata degan baik,” ungkpnya  
lagi. 

Sedangkan Ditjen Sumber Daya Air belum 
memiliki program pengelolaan air baku 
di Ujung Genteng, karena Wilayah Sungai 
(WS) yang ada merupakan wewenang dari 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun 
menurutnya Ditjen SDA bisa berperan, bila 
memang pemerintah pusat yang meminta 
ditjen tersebut mengelola air baku yang ada. 
Kedepan, BPIW juga akan membantu rencana 
induk pengembangan kawasan di Sukabumi 
termasuk juga di Ujung Genteng.(**)

Warta BPIW
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Segenap Keluarga Besar BPIW Kementerian PUPR
Mengucapkan

Selamat dan Sukses atas Dilantiknya 
Bapak DR. Tris Raditian, S.T., M.M.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I 
BPIW Kementerian PUPR 

yang kini menjabat sebagai :
Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan 

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

Pelantikan telah dilakukan pada 9 April 2021 
oleh Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove 
Kementerian LHK, Ir. Hartono Prawiraatmadja, M.Sc.



PERTANYAAN

1. Berapa nomor UU Cipta kerja?
a. Nomor 1 tahun 2020
b. Nomor 11 tahun 2020
c. Nomor 110 tahun 2020

2. Apa kepanjangan OPOR?
a. Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Reformasi
b. Operasionalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Reboisasi
c. Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi

3. Penerbitan perizinan dalam kawasan hutan dan non kawasan 
hutan yang tidak sesuai izin keagrariaan dapat mengakibatkan, 
kecuali:
a. Kelestarian
b. Alih fungsi lahan
c. Deforestasi

KETENTUAN:
Dua orang pemenang akan mendapatkan souvenir cantik dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : 
humasbpiw@gmail.com Jawaban juga dapat disampaikan melalui WhatsApp No: 0838-0874-7276 diser-
takan scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir. Jawaban dan nama pemenang akan 

diumumkan pada edisi 52, Mei-Juni.

TENTANG UU CIPTA KERJA



PERTANYAAN

1. Berapa nomor UU Cipta kerja?
a. Nomor 1 tahun 2020
b. Nomor 11 tahun 2020
c. Nomor 110 tahun 2020

2. Apa kepanjangan OPOR?
a. Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Reformasi
b. Operasionalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Reboisasi
c. Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi

3. Penerbitan perizinan dalam kawasan hutan dan non kawasan 
hutan yang tidak sesuai izin keagrariaan dapat mengakibatkan, 
kecuali:
a. Kelestarian
b. Alih fungsi lahan
c. Deforestasi

KETENTUAN:
Dua orang pemenang akan mendapatkan souvenir cantik dari BPIW. Jawaban disampaikan melalui email : 
humasbpiw@gmail.com Jawaban juga dapat disampaikan melalui WhatsApp No: 0838-0874-7276 diser-
takan scan KTP, nomor kontak, dan alamat pengiriman souvenir. Jawaban dan nama pemenang akan 
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TENTANG UU CIPTA KERJA

kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru,  Jakarta Selatan 11210



Wajib pakai masker
Anda bisa mengenakan masker kain non medis saat keluar rumah, dalam perjalanan menuju tempat 
kerja, dan selama bekerja. Elfani menyarankan sebaiknya masker memiliki ukuran yang pas yakni bisa 
menutupi hidung, mulut hingga dagu.

Hindari menyentuh barang di tempat umum
Tanpa sadar, Anda kerap menyentuh barang atau benda-benda di tempat umum seperti tombol lift, 
gagang pintu atau pegangan tangga. Elfani menyarankan untuk menghindari menyentuh benda-ben-
da ini semisal membuka pintu tanpa memegang gagangnya tetapi didorong dengan siku.

Bekali diri dengan hand sanitizer
Sediakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60 persen. Namun upayakan untuk rajin 
mencuci tangan setidaknya tiap empat jam sekali. Mengapa? Kadang orang merasa tangan dalam 
keadaan bersih tetapi cuci tangan memastikan tak ada kuman atau virus menempel.

Cuci tangan dan ganti pakaian
Biasanya kantor bakal menerapkan serangkaian protokol kesehatan mulai dari sebelum Anda masuk 
gedung kantor. Namun Anda tetap wajib mencuci tangan sampai di kantor. Tak ada salahnya juga 
menyediakan pakaian ganti sehingga ada jaminan Anda tidak membawa polutan dari jalanan atau 
tempat umum menuju ruang kerja.

Jaga jarak dengan rekan kerja
Perhatikan jarak dengan rekan kerja. Setidaknya, Anda mengambil jarak 1,5 sampai 2 meter sesuai 
anjuran WHO. Hindari situasi yang memungkinkan ada banyak orang berkumpul semisal antre toilet atau 
dalam lift. Biasanya kantor menyediakan denah lokasi berdiri agar jarak terpantau dan tidak saling 
berhadapan.

Perhatikan asupan makanan
Untuk kebutuhan cairan jika dicermati kebutuhan tiap orang akan berbeda menyesuaikan jenis kelamin, 
berat badan, juga aktivitas. Hanya saja, lanjut dia, rata-rata kebutuhan cairan untuk laki-laki sebanyak 
2,5-2,7 liter sedangkan perempuan sebanyak 2,2-2,5 liter.

Bersih-bersih saat pulang kerja
Sepulang kerja, tetap terapkan protokol kesehatan dengan cuci tangan, mandi lalu ganti baju. Elfani 
menganjurkan untuk mencuci rambut agar kuman atau virus yang bisa menempel di rambut hilang.

Aman Masuk Kerja
Selama Pandemi Corona
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